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Memenuhi  surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Momaor

2877/SEK/OT.01/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan surat Ketua Pengadilan
Tinggi Kaltim MNomor WI1B-U/4124/0T7.01.2/12/2022 rtanggal 19 Desember 2022
tentang Penyampalan Dokumen SAKIF . . Bersama surat ini kami mengirimkan SAKIP
Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dokumen Reviu Renstra 2020-2024
Dokumen Rencana Kineria (RKT) Tahun 2022,2023,2024
Dokumen Peerjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

L. .

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022
Dokumen diatas kami kirim dalam bentuk hardeopy dan softcopy (pdf) melalui email
renprog.anggaranptsmd@gmail.com.

Demikian disampaikan atas kerjasama diucapkan terima kasih.

PEMGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A




KATA PENGANTAR

Puii dan svukur kehadirat Tuhan [P

Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmal dan

karunia-Mya, sehingga Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP} Tahun 2022
Pengadilan MNeger, HI, Tipikor Samarinda
Kolas 1A dapat diselesaikan dengan baik.
LkjiF Tahun 2022 Pengadilan Neger, HI,
Tipikor Samarinda Helas 1A disusun mengacu
pada Sislam Penyusunan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Rl No. 29 Tahun
2014 dan petunjuk pelaporannya pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Momos | 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjlan Kinerja, Pelaporan Kinarja dan Tata Cara Reviu alas Laporan
Kinarja Instansl Pemerintah.

Laporan Kinera Instansi Pemerintah Pengadilan Neger, HI, Tipikor
Samarinda Kelas 1A Tahun 2022 ini disusun berdasarkan kebijakan umum Peradilan,
visi dan misi, rencana slralegis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapal
tujuan dan sasaran peradilan umum pada Pengadilan Negeri, HI, Tipkor Samarinda
Kalas 1A. Selain ilu mengevaluasi secara berkala menguraikan capaian kinerja selama
1{satu) 1ahun, juga mengetengahkan beberapa sasaran yang berfolak dar Rencana
Strategis 2020-2024 yang belum dicapal pada pelaksanaan program Tahun 2002

sehingga nantinya akan dilanjulkan pada tahun 2023, disamping itu pula dimaksudkan



apar menjadi pedoman bagi Pengadilan Negerl , HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A untuk
secara terus menerus melakukan pembenzhan dan perubahan peraditan.

Aknitnya dengan tersusunnya Leporan Kinerja insiansi Pemerninian Tanun
2022 dan Dokumen Pesjanjian Kinera 2022 dar Pengadian Megeri, HI, Tipikor
Samarinda Kelas 1A diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban
kinerja yang dapat memberi manfast bagi peningkatan akuntabilitas dan transparans
dan dapal membaniu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Megeri, Hl,
Tipikor Samarinda Kelas 1A

Kami menyadari Laporan Kinera Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini masih
belum sempurna, oleh sebab #tu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun krifik
yang sifatnya konstruktif dari pihak kain dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ini kedepan dan akan ferus berupaya untuk dapat menyusun dan
menyajikan LKJIP yang iepal wakiu dan akural sehingga terwujud tata kelola

pamerintzhan yang baik { good governance).

Samarinda, 03. Jangar 2023

DARIUS NAFTALL, 5.H.M.H
NIP 1970 1126 1996 03 1002
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EXECUTIVE SUMMARY
(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
menuju Wilayah Behas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) sebagali wujud dari pelaksanaan penguatan area
akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum ferus berupaya meningkatkan integritas, performa aparat
pengadilan dan pelayanan pada masyarakal pencarl keadilan, Berbagai
program telah dilaksanakan untuk mendorong terjadinya perubahan yang
signifikan salah satunya adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas pada
seluruh pengadilan dan Pengadilan Negeri Samarinda kelas 1A salah satunya
yang.menerapkan Reformasi Birokrasi dan Zona Inlegritas menuju Wilayah

Rehas Korupsi (WEBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani {WEBBM).

Sebagai wujud penerapan Reformasl Birokrasi dan Zona Intearitas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM), Permerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah selanjutnwa
SAKIP tersebut secara operasionalnya diatur cleh Surat Edaran Kemernderian
PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaparan Kinerja dan tata cara revin atas laporan

W



. _ Hll'pe;r]a Instansi Pemerintah yang diperintah untuk membual SAKIP
tersebut oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Surat Wakil Ketua
Pengadilan Tinggl Kablim MNoW18.UW4124/0T.01.112/2022 tanggal 19
Desember 2022 melalui Surat SEKMA No 287 T/SEKIOT.01.1/122022 tanggal
14 Desember 2022 parhal penyampaian Dokumen SAKIP dan Dokumen
Perjanjian Kinerja, maka Pengadilan Megeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A
yang merupakan salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI
akan menyampaikan Laporan Kinerja Inslansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2022
dan Dokumen Peranjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Rencana Kerja

Tahun 2022 - 2024.

Laporan Kinerja Pemerintah ini dibuat sebagai wujud tanggungjawab
kami satuan kerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A sekakgus
juga sebagai sualu instrument ukur dalam mengukur kinerja, evaluasi dan

analisis pencapaian kegiatan-kegiatan dan sasaran.

Laporan Kinerja Pemerintah (LkjIP) satuan kerja Pengadilan Megeri,
HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A tahun 2022, selain berisi tingkat keberhasilan
atau kegagalan yang dicerminkan dari perclehan masing-masing indikator

_M@m dan targel yang dicapal, LKIP juga menyajikan dala
_,-""'.-FF.-._._

il

~dan informa felavan.dengan kebutuhan Bag-peng W



n data untuk. menzntukan kebijakan yang akan diambil dimasa-

~masa mendatang.

Bercermin dari keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Satuan
Kerja Pengadilan Meger HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A, sebenarnya tidak
lerlepas pula dari berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat internal
maupun eksternal. Menanggapi kondisi yang bersifat kendala ini, maka
diadakan evaluasi secara Dberkala atas kendala tersebut dengan
mampersiapkan strategi-strategi pemecahannya sehingga dapat meminimalisir

kendala-kendala tersebut agar tidak terjadi ditahun-tahun berikutnya.

Rincian capaian kinerja masing-masing indiator tiap sasaran strategis

tersebut dapal dilustrasikan dalam table berikut ;

SASARAN STRATEGIST :
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasl, Transparan dan
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
a. Persenlase sisa perkara yang
dizselesaikan : 90%,
Pendai 126,73 % | 140,81 %
e 165 % | 183,33 %
Tinke 7778% | 86,42%
3 88,72% | 98,58 %
sl 108,75 % | 120,83%
—I;-—F‘m&nt&s&pmm_v\_-\-—-_
'.__F_d.--""_'_'_r - I
.|' L Lt
114.24%
| 1034%|

L]



_ 86.40 % | 115.20 %
| Tipkar 85,71 % | 114,20 %
Jumlah : 92.90% | 123,87%
d. Persentase putusan yang 2% 0% 0%
menggunakan pendekatan restoratif |
c. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum :
Banding 75% 296,23 % | 128.30 %
Kasasi, T5% 96,17 % | 128,23%
Peninjauan Kembalui 75% 98.79% [ 131,72 %
Jumilah _ - 97.06% | 129.42%
d. Persentase perkara Pidana Anak 2%, 100% |  100%
yang disslesaikan dengan Diversi
. Index responden Pengadilan 0% 099,57 % 100 %
Tingkat  Pertama yang puas
terhadap layanan Peradilan
Rata-rata Capalan Kinerja pada Sasaran Strategis | | 128,72%
SASARAN STRATEGIS Il
- Peningkalan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
a. Persentase isi pulusan yang 90% 100% | 111,11% |
dikirim kepada para pihak tepat
wakiu
b. Persentase perkara yang 15% 897% | 59,83%
diselesaikan melalui mediasi
c. Persentase berkas perkara yang =i
diajukan Banding, 50% 90,07 % | 180,14%
167,66 %




e | secaraonline dalam wakty 1

arakal yang dapaf diakses

hari selelah putusan

yang diselesaiakn

b. Persentase perkara yang 100% 100% 100%
diselesaikan di luar gedung
pengadilan

c. Persentase pencari keadilan 100% 100% 100%

golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti(




e
 Capaian kinerja-di tahun 2022 sangat jauh yang diharapkan .Namun
.

"~ sebagal gerbang terakhir penegakan hakim, Pengadiian Negeri Samarinda Kelas 1A
akan tetap konsisten untuk melakukan sebagai upaya agar selfiap produk yang

dihasilkan memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan,

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri

Samarinda Klas 1A antara lain adalsh -

8. Peningkatan Oplimalisasi Penggunaan Teknik Informasi {T1)

b. Penguatan fungsi pengawasan intermal

. Mendorong penyempumaan kuslitas pelayanan prima kepada publik




BAE i |
PENDAHULUAN

A.

HROMDISIUMUM
Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Megeri,HI, Tipikor Samarinda Kelas 14 dalam menjalankan tugas dan
fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan
Keuangan. Pengadilan MegeriHI, Tiplkor Samarinda Kelas 1A, merupakan
lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pengadilan Neger HI, Tipikor
Samarinda Kelas 1A bertugas dan berwenang meanerima, memerksa, memutus
dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu saly sampai dengan lima lahun secara sistematis
dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri,HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A,
Rencana strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan
kedalam rencana tindakan. Rencana Slralegis ini kelak didukung dengan
anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
kompeten, ditunjang =sarana dan prasarana serta  memperhitungkan
perkembangan lingkungan Pengadilan Neger HI Tipikor Samarinda Kelas 1A,

baik lingkungan internal maupun extarnal sebagai variable slralegis.



Pengadilan Negeri,HI, Tipikar Samarinda Kelas 1A dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebul adalah unmik mendukiung tarcapainva visi dan misi Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di

Indonesia,

KEDUDUKAN DAN TUPOKSI

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 14 merupakan Instansi Vertikal di bawah
Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI sebagai Unit
Pelaksana Teknis Pengaditan Negeri di Samarinda Ibu Kota Propinsi
Kalimantan Timur. Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A mempunyai tugas
pada Bidang Penyelenggaraan Peradiian Tingkat Pertama dan di pimpin aleh
Ketua Pengadilan MNegeri Samarinda Kelas 1A dibanty Wakil Kelua, para
Hakim Tingkat Pertama, para Hakim Ad Hoc Tipikor dan para Hakim Ad Hoc
Hubungan Industrial {HI), Panitera sebagai koordinator di bidang kepaniteraan,
Sekretaris sebagai koordinator di bidang Kesekretariatan , Para Panitera Muda,
para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf
Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A,

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yang merupakan Badan Peradilan
Tingkat Pertama dalam melzyani para pencari keadilan. Pengadilan Negeri
Samarinda melaksanakan tugasnya bersifat Independan, yaitu terlepas dari

pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar |ain.



Tugas pokok badan peraditan ini terurai dan teriuang dalam pasal 2 Undang-
undang No. 14 tahun 1970 yaitu manerima, memerksa dan mennadili saria
menyelesaikan sefiap perkara yang diajukan,

Dalam struklur organisasi Fengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil

Ketua, mempunyai tugas dan fungsi

1. Menerima dan mempelajari seluruh berkas perkara yang masuk serta surat-
sural lain masuk ke Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A untuk
ditindaklanjuti;

2. Mengalur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim,
membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik
yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariatan kepada
para hakim atau Panitera dan sekretaris:

3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di
dalam organisasi pengadilan:

4. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan
seksama,

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan vang dipimpin

cleh seorang Panilera dan Sekreiariatan yang dipimpin oleh Sekretaris,

Panitera dan Sekretaris mempunyai lugas pokok dan fungsi sebagai berikut -

1. Kepaniteraan
Sesuai kelentuan pasal 2 keputusan KMA-RI Ma. KMADDY/SKA1999
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Megeri dan

Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan



pelayanan teknis di bidang adminisirasi perkara dan administrasi peradilan

fainnya herdasarkan Panindang-undangan vang harakn

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup S(lima) hal , yaitu ;

a

Menyusun kegiatan adminisirasi perkara serla melaksanakan koordinas
dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan;

Mengurus daftar perkara, administras| perkara, administrasi keuangan
perkara dan administrasi pelaksanaan pulusan parkara perdata;
Mengurus daftar perkara, dan adminisirasi perkara pidana;

Penyusunan slatistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan
yurisprudensi:

Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang barlaku:

Bidang Kepaniteraan dibagi 5 sub bagian yaitu

1.

Hepanileraan Perdata, yang berlugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang
masih berjalan dan laindain yang berhubungan dengan perkara
keperdataan;

Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi
perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas
perkara yang masih berjalan dan lain-ain yang berhubungan dengan

Keperkaraan pidana umum dan barang bukti:

- Kepaniteraan  Hubungan  Incustrial yang berlugas melakukan

administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan



berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan
dengan perkara perburihan dan melaksanakan aksekusi

4. Kepanileraan Tindak Pidana Korupsi  (Tipiker) yang bertugas
melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan
perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan laindain
yang berhubungan dengan keperkaraan pidana khusus tipikor dan
barang bukli:

5. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaii
data, menyajikan statistic perkara. menyusun  laporan perkara,
menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran
Motaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum.

Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin cleh secrang Panitera Muda
selaku Panitera Muda kepaniteraan yang bertanggung jawab kepada atasan
yailu seorang Panitera . Paniters bertugas mengkoordinasi dan mengawasi
tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang
sesual dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan
segala baban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan
dalam Rencana Sirategis.

. Sekretariatan

Tugas pokok Sekretars adalah memberikan pelayanan administrasi umum
kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi

Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu -



1. Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian,
pengorganisasian dan ketatalaksanaan PEOAawai;

2. Melaksanakan uraian keuangan mulai dari perencanaan, anggaran,
pelaksanaan anggaran hingga pelaporan, kecuali mengenal pengelolaan
biaya perkarafuang titipan pihak ketiga;

3. Melaksanakan wurusan umum meliputl  surat menyurat, pengelolaan
perlengkapan dan rumah langga pangadilan.

Bidang Sekretariatan ini dibagi dalam 3(tiga) Sub Bagian yaitu ;

1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tala Laksana mempunyai tugas
melaksanakan uwrusan  yang berhubungan  dengan kepegawalan,
pengorganisasian melipuli persebaran pegawai dan ketatalaksanaan yang
meangatur bagaimana pagawal itu berjalan.

2. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan
urusan pelaksanaan anggaran DIPA, tala persuratan, perpustakaan dan
urusan kerumahtanggaan pengadilan lermasuk pengelolaan Barang Miik
Negara, kecuali mengenai pengelalaan biaya perkara/uang litipan pihak
kefiga:

3. Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai
tisgas melaksanakan urusan perencanaan anggaran DIPA, revisi DIPA,
pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran komunikasi
data digital, serta pelaporan melipuli Laporan Tahunan, Laporan Kinerja

bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, Program Kerja, Perjanjian Kerja



Individu, SAKIP dan laporan lain yang bersifat umum yang menyangkul

Fengadian Negari Samarinda Kelas 1A sacara kelembagaan:
Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh Kepala Sub HBagian dibawah
koordinasi seorang Sekretans yang juga sekaligus sebagal Pengawas,
sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja vang maksimal dibidang
pelayanan keadaan lerutama dalam mendukung tugas-tugas pelayvanan
kepada masyarakal pencar keadilan dan juga pelayanan hokum, dengan
demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara

optimal sesual dengan renstra yang telah dibuat,

C. STRUKTUR ORGANISASI

Tuntutan Reformasi Birokrasi telah membawsa Lembaga Mahkamah Agung Ri
untuk melakukan penyesuaian termasuk pengorganisasian pada empal
lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan  Surat Persefujuan  Menteri
Pendayagunaan  Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi  Nomor
B/Z1Z0'M.PANRB/G6/2015 Mahkamah Agung mengeluarkan  Peraturan
Mahkamah Agung RI Memor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tala kerja
Kepanileraan dan Kesekretaratan Peradilan.

Dengan adanya peraturan baru tersebut merubah struktur organisasi pada empal
Peradilan, termasuk pengadian tingkat pertama pada Peraditan Umum.
Perubahan yang manonjol dengan adanya peraturan baru ini adalah dipisahnya
jabatan antara Panitera dan Sekretars dari yang sebelumnya dijabat rangkap

oleh satu orang, dipisahkan menjadi dua orang yaitu seorang Panitera dan



seorang Sekretans. Demikian juga dengan siruktur dibawahnya mengalami
perubahan tanilama pada struktur dibawah kesekretariatan

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2017 perubahan Perma Momor 7 Tahun
2015 , seorang panitera membawani lima panitera muda yaitu ;

Panitera Muda Perdata

+ Panitera Muda Pidana

= Fanitera Muda Hukum

= Panitera Muda PHI

= Panitera Muda Tipikor

* Kelempok Fungsional Panitera Pengganti, dan JurusitafJurusita Pengganti;

Seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu

* Kasubbag Perencanaan, Teknaologi Informasi dan Pelaporan

» Kasubbag Kepegawalan, Organisasi dan Tata laksana

* Kasubbag Umum dan Keuangan

* Kelompok Fungsional Asiparis, Bendahara, Pustakawan, dan Pranata
Komputer.

Panitera dan sekretaris bertanggung Jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu

Kelua dan atau Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sehagai

pimpinan pengadilan juga sebagai coordinator para Hakim Pengadilan yang

mengatur majelis hakim dan pembagian perkara kepada para hakim.

Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut

Bagan/struktur

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1






D. ISUSTRATEGIS
Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negerl Samarinda

menghadapi beberapa permasalahan  utama (stralegic issues) yang dapal
dikonstruksikan ke datam 2 dua) aspek, yaitu:
1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban
Strategic Issues yang berkaitan dengan pelaksanan kewenangan dan kewajiban
Pengadilan Negeri Samarinda antara lain,
a. Mewujudkan peradilan yang modem, cepal, sederhana, dan biaya ringan.
Bagi Pengadilan Neger Samarinda, memberikan pelayanan vang optimal
kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan
untuk dipenuhi. Dalam seliap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Megeri
samarinda senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat,
sederhana, dan biaya ringan.
Pengadilan Negeri Samarinda sejak Tahun 2019 sudah menerapkan Peraturan
Mahkamah Agung Rl No: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
persidangan di pengadilan secara elekironik. Tahun 2022 seluruh perkara sudah
didaftarkan melalui e-Court. Sepanjang tahun 2022 ada 221 gugatan, 17 gugatan
sederhana dan 429 permohonan vang di daftarkan melalui ecourt. Pengadilan
Negeri Samarinda juga sudah menerapkan SK KMA No. 129KMA/SKNII2019
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di FPengadilan

secara eleklronik. Terdapat 667 perkara
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yang sudah bersidang secara elektronik/e-Litigasi dan para pihak langsung dapat
mengamkil salinan pulusan yang bertands tangan alekironilk panitera ¢i akun
ecourt masing-masing pihak tanpa perlu datang ke pengadilan. Hal ini
mewujudkan terciptanya asas peradilan yang mudah, sederhana dan berbiaya
ringan Prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang
dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya
ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efeklif dan
efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutanma para
pihak yang sedang berpekara serta dibukanya peluang bagi masyarakal pencari
keadilan untuk berpekara secara cuma-cuma (prodea).
b. Membuka aksesabilitas masyarakal pencari keadilan
Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat Mmenunjang
peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses
masyarakal pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Samarinda, masih terdapal kendala dalam hal akses
masyarakat lerhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan
Negeri Samarinda sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur
dan putusan pengadilan yang dapat diakses/ diunduh secara online melalui aplikasi

direktori putusan mahkamah agung.
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c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

indepandensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Samarinda relative dapat dijaga

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan

bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan
keadilan benar-benar berada pada derajat yang linggi. Para hakim tidak terlihat
mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya,

Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di lengah-tengah masyarakat

terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanal pasal 24 ayat

(1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Strategic Issues yang berkaitan dengan pelaksanan kelembagaan Pengadilan

MNegeri Samarinda antara lain :

3. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif
dan Efisien Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Samarinda didukung oleh
Ketua, Wakil Ketus, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan
Pengadilan Negeri Samarinda. Keberadaan elemen-elemen  tersebut
sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling
terkait. Dalam menjalankan bugasnya, masing-masing elemen terikat dengan

kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan ksluhuran,
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martabat dan kehormatan perilaku masing- masing pemegang elemen

kode etik, seliap elemen organisasi Pengadilan Megeri Samarinda pun harus
menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu
tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi
untuk bernovasi dan berkreasi dalam menjalankan ugasnya dalam rangka
peningkatan efektifitas dan efiziensi,

b. Mewujudkan SOM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakan
roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama
yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga
performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam
hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta
mermniliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan
kebutuhan yang tidak dapal ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri
Samarinda dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai
yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan
memberikan
pengarahan pengarahan secara struktural dar atas ke bawah maupun dengan
mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuli pelatihan yang diadakan oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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E. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Dalam Surat Keputusan Direkiur Jenderal Badan Paradilan Umum Mahkamah Agung
Rl nomor 77/DJUISK/HM.02,3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu
Satu Pinty (PTSP) pada Fengadilan Tingg! dan Pengadilan Megeri. Salah satu bantuk
pelayanan prima aparatur peradilan yang mempunyai nilai strategis sekaligus dapat
menjadi ujung tombak pelayanan prima Pengadilan adalah layanan One Slop Service,
Lembaga One Stop Service merupakan bentuk mekanisme dan sistem kera
pelayanan perkara kepada para pihak pencari keadilan dengan layanan terpadu
menggunakan salu pintu dmana semua urusan yang berkenaan dengan keperluan
pengurusan administrasi perkara mulai dari pendaftaran sampai kepada kepengurusan
nasil dan pelaksanaan putusan diselesaikan sampai tuntas di one slop service. One
stop service dilaksanakan di Institusi Peradilan dalam rangka reformasi birokrasi dalam
mengkemas system Pola Bindaimin  melay meja-meja  yang lebih terfata
Sistematik,sederhana funtas dan trasparan, sehingga betul-betyl mendukung asas
peradilan yang sederhana, cepal dan biaya ringan yang pada muaranya layanan ini
dapat memberi kenyamanan, keamanan dan kepuasan bagi pencari keadilan yang
sekaligus bertujuan secara internal untuk meningkatkan profesionalitas, efisien dan
efeklifitas kerja sehingga One Stop Service sebagai lembaga strateqis yang dapat

lebih efektif memberikan pelayanan prima Pengadilan.
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F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasamya laporan kineria ini untuk mengkomunikasikan

pencapalan kinerja Pengadilan MNegeri Samarinda dalam tahun 2022, dengan

bentuk sajian seperti berikyt |

BAB. I

Fendahuluan, Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri
Samarinda dan lentang LKjIP, yang berisikan antara lain:

a. Latar Belakang; b. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi: c. Stuktur Organisasi; d.
Stralegis issue; e. Sistematika Penyaijian.

BAB. Il.

Perencanaan dan Penetapan Kinerja, Pengadilan Negeri Samarinda dalam tahun 2022
yang berisikan antara lain; a. Reviu Rencang Strategis 2020-2024: b, Perjanjian
Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2023).

BAE. lII.

Akuntabilitas  Kinerja, menguraikan lentang capaian kinerja Pengadilan MNegeri
Samarinda yang terdiri dari: a. Capaian Kinerja Organisasi: b, Realisasi Anggaran,
BAB.IV. Penutup

Menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian lzporan tentang Kinera (LKjIP) seria
harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Samarinda dj

masa datang, yang berisikan antara lain: a. Kesimpulan dan b. Saran-saran, Berupa

3l



dokumen-dokurmen pendukung penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintahan

(LEjIP) pengadilan Negeri Samarinda Tahun 20292
G. INOVASI TAHUN 2022

Meningkatkan akses masvarakat terhadap peradilan dan pelayanan public serta mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Samarinda. Mengembangkan aplikasi
berbasis teknologi informasi yaitu :

1. Layanan Pendaftaran Prioritas

e
2 LAYAMAN —H

PENDAFTARAM
& FHMFIAE .pi-

AT

E-'I-l'lbir' 1: Mlkiﬁl I.nan:rl FEMI-II'I:I:n I'l'i:lnta:

Salah satu upaya dalam optimalisasi pelayanan publik khususnya bagi kaum penyandang
disabilitas adalah dengan memberi kermudahan pelayanan pendaftaran khusus bagi kaum
disabilitas vang dapat digksas lzngsung melalui form pelayanan pendaftaran dizabilitos
vang tersedia pada menu Layanan Pendaftaran Prioritas pada website resmi pengadilan
negeri samarinda.

4. Buku Tamu Elektronik (BUMELEK)

Gambar 2 : Aplikasi Buku Tamu Elektronik | e-BUMELEK)
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Untuk meningkatkan efisiensi waktu, pengelolzan antrlan Yang teroganisir dengan baik,
dan meminimalisir timbulnya kerumunan masyarakat pada era pandemi saat ini, maka
pengadilan negeri samarinda berusaha meningkatkan fasilitas pelayanan publik yang baik
dengan menghadirkan menu registrasi tamu berbasis elektronik bernama Buku Tomu
Elektronik (BUMELEK). Dengan adanya menu pengelolaan pengunjung berbasis elektronik
BUMELEK yang tertaut pada halaman depan website Pengadilan Negeri Samarinda
mempermudah petugas / admin dalam mengakses dan mengelola data informasi
pengunjung dengan baik dan teroganisir, serta sistem pefayanan publik tetap mendukung
peraturan protokol kesehatan pemerintah karena meminimalisic kerumunan :

3. Video Bahasa Isyarat {VISYA)
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Gambar 1 : Aplikasi Vidio Bahasa Esyarat [ VISYA)

Guna memberikan pelayanan prima bagi penyandang disabilitas sebagai Pengguna layanan
prioritas dan pencari keadilan, maka dibuatlah menu Videa Bahaosa Isyarat (VISYA) khusus
untuk memberi informasi mengenal beragam fitur layanan yang tersedia pada meja
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) , alur prosedur pelayanan pada PTSP serta informasi

sarana dan prasarana yang tersedia bagi para penyandang disabilitas di Pengadilann MNegeri
! Hi / Tipikor Samarinda Kelas 1A,
4. Video Syarat Pengajuan Permohonan
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Gambar 4 : Vidio Syarat Pengajuan Permohonan

Meningkatkan pelayanan informasi bukan hanya kepada masyarakat umum, namun juga
bagi penyandang disabilitas sebagal pengguna layanan prioritas dan pencari keadilan, maka
dihadirkan menu Video syarat Pengajuan Permohonan guna memberi informasi tentang
syaral apa saja yang diperlukan puna mengajukan permohonan, serta alur prosedur
pelayanan PTSP dalam membuat permechonan.

5. Video Syarat Pengajuan Petikan Putusan

m?ﬁhhﬂ an Fefikas
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Gambar 5 : Vidio Syarat Pengambilan Petikan Putusan

Video Informatif mengenai Pelayanan Pengambilan Petikan Putusan Melalui Duta Layanan
Kelompok Rentan demi mewujudkan pelayanan ramah  kepada kelompok rentan,

menyedizkan informasi berupa syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan

salinan putusan serta informasi mengenai kelompok rentan.

6. Video Dampak Perceraian Terhadap Anak dan Perempuan

Gambiar § : Video Dampak Perceraian Terhadap Anak dan Perempuan



Video Informatif dan E-Brosur mengenai Dompak Percergion Terhadap Anak don
Peremipuan,

- Aplikasi Penilaian Capaian Kinerja secara Elektrinik { E-PASS )

Gambar 7 ; Aplikasi E-PASS
Aplikasi Penilaian Capaian Kinerja secara Elektrinik | E-PASS ) Electronic Performance
Achievment (E-Pass) bertujuan untuk mem permudah pegawai PN dalam membuat laporan
Penilaian Capaian Kinerja (PCK} secara elektronik dan mempermudah bagian Kepegawaian

untuk mengelola seluruh laporan PCK Pegawal secara tepat waktu serta sebagai penunjang

dasar pemberia remunerasi,
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BARB I |

PERENCANAAN KINERJA |

_— —_— — e — —_ _— -_— — =

Berdasarkan Undang-undang Nomer 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A bertugas dan berwenang, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata, HI dan Tipikor di

Tingkat pertama.

Untuk menyelenggarakan fugas tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda Kelaz 1A
menyelenggarakan fungsi :

a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama.

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serla administrasi Pengadilan lainnya.

C. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A ( Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan
Keuangan).

Dalam rangka melaksanakan iugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan
akuntabel, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A berpedoman pada dokumen
PErENcanaan yang terdapat pada -

1. Rencana Strategis 2020-2024

2. Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024

3. Rensltra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A 2020-2024
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4. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Rencana Strategis Nasional 2020-2024

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah
seperli tertuang dalam kerangka RPJMN IV ini, maka beberapa poin penting
Pembangunan Penegakan Hukum Nasional 2020-2024 :

(a) Penataan Regulasi:

{b) Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata:

(c} Penguatan Sistem Anti Korupsi'

(d) Penguatan Akses terhadap Keadilan:

Keempat sasaran ini diharapkan dapal berkontribusi dalam mewwjudkan sasaran uiams

yakni, meningkalkan daya saing Penegakan Hukum Nasional .

Rencana Strategi Mahkamah Agung Tahun 2020-2024
Sesual dengan arah pembangunan Penegakan hukum yang terfuang dalam RPJMN

tahun 2020-2024 tersebut distas dalam rangka mewdjudkan Visi Terwujudnya Badan
peraditan Indonesia yang Agung’, maka Mahkamah Agung menelapkan  sasaran

stralegis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Dengan Sasaran Strategis di atas Mahkamah Agung Rl memiliki arah kebijakan sebagai
berikut :

ar



1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu; 2. Pembatasan Perkara Kasasi:3. Proses
berperkara yang sederhana dan murah 4. Penguatan akses peradilan (Prodes, Sidang
Keliling, dan Posyankum) 5. Penguatas akses penyelesaian perkara permohonan identitas
hukum; 6. Penyempurnaan penerapan system kamar:

/. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative: 8 Hak Uji
Materil; 8. Penguatan Lembaga Eksekusi; 10 Keberlanjutan e-Court: 11, SPPT-TI; 12.
Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
13. Peningkatan hasil penelitian dan SDM MARI yang berkkualitas; 14. Peningkalan
pelaksanaan pengawasan kinera aparat peradilan secara optimal.15. Peningkatan
tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

C. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A 2020-2024 yang
telah diperbaharui berdasarkan Surat Kepulusan Ketua Pengadilan MNegeri Samarinda
Kelas 1A Nomor 7 Tahun 2023 merupakan perancanaan jangka menengah Pengadilan
Negeri Samarinda Kelas 1A yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang
akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Fengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A
beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapail sasaran sesuai dengan tugas,

fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Rensira Pengadilan MNegerl Samarinda Kelas 1A telah mengacu pada
Renstra khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Hukum dan Aparatur,
Secara ringkas substansi Renstrg Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A dapat

diillustrasikan sebagai berikut
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C.1. Matrik Penetapan Kinerja Rencana Strategis Tahun 2022

No..

Sasaran

Indikater Kinerja Utama

Target

i PR

Tersujudnys a
Proges
Peradian yang

Perserdase Sisa Perkarg
Pardata, yann
Diselesaikan

80%

B0%

0%

a0%

B0%

pas, b
Transparan

Parsenlase Sia Parkara
Fidana yang Diselesskan

E

90%

darn Akunizbe|

Persentase Sisa Perkara
Perdata Hhusus HI yang
Diselesaikan

0%

&

D0%

0%

Persentase Sisa Parkara
Pidana Khusus  Tipikor

yang Dizelesaikan

0%

0%

Persenfase Perkam
Perdata yang Dizelesalkan
Tepal Wakiu

90%

0%

5%

T5%

7%

Persentase perkera pidana
yang diselesaikan  tepat
wakly

S0

0%

3%

5%

8%

Persantzse Parkar
Ferdata Khesu Hi yang
Dizelesaikan Tepat Wakiy

20

Th%

5%

5%

Persentaze parkara pidana
Khusu  Tipikor yang
disslesaikantapal wakty

B0

B0%

5%

5%

Persentase Pulusan yang
menggunakan pendekatan
keadilan resioratif

2%

2%

i

Fersenlase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

5%

5%

5%

TH%

Persentase Perkara Yang
Tidak  Mengajukenlipays
Hukum Kasasi

5%

TE%

5%

75%

T8%

Persantase perkara yang
Tdak Mengajukan Linaya
Hukwm Pendnjauan
Kembali

75%

5%

s%

75%

Persanizgs Pedkara

15%

15%

2%

2%

e |
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Fidana Anak
vangiselesadkan dengan

| P
AT I

Index Kepuasan Pencar
Enaditan

0%

B0%

20

20%

Peningkatan a
Ciekbviins
Pengeiolaan

Panyelagaian

Persenass Salinan
Musss Derkasa Perdats
yang dikiim kepada Para
Pehak tepat wakiu

100%

100%

0%

B0%

20%

P-El'km b

Persentase Safinzn
Pulusan Perkara Pidang
yang dikinm kepada Para
Fihak Tepal Wakhy

TR

100

20%

0%

0%

Perseniasa Salinan
Putusan Perhara Khusu Hi
Ferdata  yang  dddrim
kepada Para Pihak lepat
wiakiy

100%

0%

B0%

80%

Pereentase Salinan
Pulusan Perkara Pidana
Ehusus  Tipiker yENg
dikinin kepada Para Fthak
Tepat Wakiy

100%

100%

B0

a0%
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C.2. VISI DAN MISI

PENGADILAN NEGER| SAMARINDA
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Gambar B : Visi dan Visf

Terwujudnya Pengaditan Negeri Samarinda Kelas 14 yang Agung bercirikan -
1. Pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara Independen, efekiif dan
berkeadilan.

2. Pengelolaan anggaran berbasis kinera secara mandiri yang dialokasikan secara
proforsional dalam APEN.

3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan
teratur
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. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,

cepat, tepat akiu, biaya ringan dan proporsional.

. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan keria vang aman.
- Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

abyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritasi dan professional.

.Adanya pengawasan secara efeklif terhadap perilaku, administrazi, dan jalannya

peradilan.

B. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabiftas, kredibilitas. dan

transparansi.

10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modem dengan berbasis Tl terpadu.

MISI

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksana kan sesuai Visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A adalah sebagai berikut ;

-

MenjagakemandirianPengadilan Negeri Samarinda;
MEningh:atkankuaIitasl{&pemimpinan di Pengadilan Negeri Samarinda:
Meningkatkankredibilitas dan Transparansi di Fengadilan Negeri Samarinda:
MemberikanPelayananHukum yang berkeadilankepada pencarikeadilan;

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Menjalankan Proses peradilan yang past, transparan dan akuntabel
merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kemandirian
badan peradilan bagi pencari keadilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan
pencari keadilan dan kemandirian akan dilakukan dengan mengefektifkan proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalu penataan ulang manajemen
perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja malalui manajemen
perkara berbasis Informasi Teknologi, tanpa ada intervensi ataupun kepentingan
dari pemerintah Daerah
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» Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan
Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam
memperaleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang
pasti dan adil.
Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang
subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.
Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai
sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka
menghasilkan putusan yang mampertimbangkan kepentingan (keadilan menurut)
kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung baik di Pengadilan Negeri
Samarinda kelas 1A, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan
yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan
administrative sebagai penunjang berjalannya proses vang adil. Sebagai contoh
adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan
putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

= Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri/HliTipikor

Samarinda Kelas IA

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan
gerak perubahan badan peradilan. Dalam system satu atap, peran pimpinan badan
peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu
merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).
Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan berfanggungjawab untuk
menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-
teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana
urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki
kempetensi yudisial dan non-yudisial.
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Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitik beratkan
pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun
dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial
(kepemimpinan dan manajerial),
+* Meningkatkan Kredibilitas danTransparansi Badan Peradilan
Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk
mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya
menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan system pembinaan,
pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan crganisasi
yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban
D.. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi
dan misi Pengadilan MNegeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A, twjuan yang hendak

dicapai PengadilanNegeri, HI, Tipikor Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya Keterjangkauan pelayanan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum,

Berdasarkan atas tujuan, selanjulnya Pengadilan Neger, HI, Tipikor Samarinda Kelas
1A menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan
selama periode Renstra. Sasarans trategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur
keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020-2024.

Disamping itu, Pengadilan Megeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A juga telah
menelapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi

dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU lelah mengacu pada

44



Renstra Pengadilan Megeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A, Renstra Mahkamah

Agung sarla RPJMN tahun 20202024,

indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-Indikator kinerja

yang ada dalam Renstra Pengadilan Megeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A tahun

2020-2024 memiliki focus Bussines Process (Peningkatan kapasitas intemal

organisasi)

Tabel Sasaran Stategis Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A

Terwujudnya proses Peradilan yang
Past, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA

Fersentase sisa perkara yang diselesaikan
Pidana, Perdata PHI, Tipikar

Persenlase perkara yang disalesaikan :
Pidana Perdata, PHI, Tipikor

Fersenlaze putusan yang menggunakan pendekatan
Fis loratif

Persenase perkara yang fidak mengajukan Banding,
Kasasi dan PK.

Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan
dengan Divers|.

Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap
layanan Peradilan

Feningkatan Efektivitas Pengelolaan
F‘eny&lasaia_uj Perkara

Persenlaseisi putusan yang dikirim kepada para
pihakTepat Wakiu

Persentase Perkara yang diselesadan melalul Mediasi

Persentase berkas Perkara yang disjukan Banding,
Kazasi, PK

Persentase Putusan Perkara yang menarik p-érhalian
masyarakat yang dapal diakses secara on ling dalam
wakiu 1 hari setelah diputus

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakal Miskin dan Terpinggrkan

Porsentase perkara prodeo yang dselesaikan.
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Persentase yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan,
Persentase Pencari Keadilan gelongan terlentu mendapat
layanan Bantuan Hukum (Posbakum),

Meningkalnya Kepatuhan Terhadap Persentase Pulusan Perkara Perdata yang ditindak
Pulusan Pengadilan Lanjuti (dieksakusi).

E. PROGRAM DAN KEGIATAN
Empal sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri

Samarinda Kelas 1A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian Program dan kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagal berikut
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umnum
Fregram Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara dan akspbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A dalam pelaksanaan Frogram
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, HI, Tipikor
2. Penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata, HI, Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
b. Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugasTeknis Lainnya Mahkamah
Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciplakan sumber daya manusia
yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas, Kegiatan pokok yang
dilaksanakan dalam program ini adalah
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindaklanjut pengaduan yang masuk
3. Tindaklanjut temuan yang masuk dari im pemeriksa.
¢. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran sirategis dalam ponyadiaan sarana dan prasarans ksglatan
pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan
tingkat banding dan tingkat pertama.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, fujuan dan sasaran yang ditetapkan,
Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A menetapkan arah dan kebijakan
dan strategi sebagai berikut

- Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen
perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat

memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara,
proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, Peningkatan
kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strateqi
peningkalan kinerja :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai

dengan kompetensi.

2. Pengawasan eksternal dan internal, Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhl rasa
keadilan masyarakatl.

3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan( SOP ) sesuai bidangnya
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4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan Teknologi
Informast yang memadai untuk maningkatkan kinaria.
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan
yang memperhatikan ha-hal sebagai berikut :
1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan
kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme pEnanganan pengaduan,

3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

e.1. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (1KUY}

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Persentase sisa perkara yang diselesaikan :Pidana,
Transparan dan Akuniabe| Pm:_lala. PHI, Tipikor

T Persentase perkara yang diselesaikan
Fidana, Perdata, PHI, Tipikor
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan
restaratif
Persentaze perkara yang lidak mengajukan EBanding,
Kasasi dan PK_
PersentaseperkaraPidana Anak yang diselesaikan
dengan Diversi.
Index Responden Pencari Keadilan ¥ang puas

terhadap layanan Peradilan
Peningkalan Efektivitas Pangelolaan Persenlassisi putusan yang dikirmkepada para pihak
Penyelesaian Perkara Tepat Wakiu
Persentase Parkara yvang diselesaikan melalyi
L= Mediasi




Fersentase berkas Perkara yang diajukan Banding,
Kasasi, PK

Persentase Pulusan Perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara on fine dalam
wakiu 1 hari setelah diputus

Meningkatrys Akses Peraditan haai
Masyarakal Miskin dan Terpinggirkan

Parsentaseperkars proden vang dicelessilan,

Persentaseyang diselesaikan di luar gedung
Pengaditan,

PersentasePencari Keadilan golongan tertenty
mandapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Menln-jka’rnya Kepatuhan Terhadap Pulusan
Pengadilan

PersenlasePutusan Perkara Perdata yang ditindak
Lanjuti {diaksekysi).

e.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Penyusunan rencana kineria dilakukan seiring dengan agenda

merupskan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalg

rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh

pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun Rencana KineriaTahun 2022 Pengadilan Negeri Samarinda sebagai berikul

| Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Target |  Anggaran |
h'remujudn:.ra Proses a. Persentase sisa perkara 90% 355.735.000
Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan :
Transparan dan Perdala, Pidana, HI, Tipikor
Akuntabel b. Persentase perkara : 5%
Perdata | Pidana, HI, Tipikor
yang diselesaikantepat
waklu
C. Persentase pulusan yang 2oL
menggunakan pendekatan
keadilan restoratif

kebijakan anggaran, serta

i

indikator yang ada
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d. Persentase Perkara yang 75%
tidak mengajukan upaya
hukum : Banding, Kasasi,
- PK

e. Persentase Perkara 2%
Pidana Anak yang
dselesaikan dengan
Diversi

f. Index responden pencari 90%
keadilan yang puas
terhadap Ia'_.ranap peradilan

Peningkatan a. Persentase isi pulusan 1009% 13.825.251.000

Efekfivitas
Pengelolaan
Fenyelesaian

Perkara

yang dikirim kepada para
pihak tepat waktu

. Persenfase Perkara yang

diselesaikan melalul mediasi

15%

Persentase berkas
perkara yang diajukan
Banding Kasasi dan PK
secara lengkap dan lepat
waktu

. Persentase putusan

perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara
onfine dalam wakiu 1 har

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
masyarakat miskin
dan terpinggirkan

100%

. Persentasa Perkara Prodec

yang diselesaikan

9%

. Persentase Perkara yang

diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

100%

Persentase Pencari Keadilan
Gilongan Tertentu yang
mendapal layanan Bantuan

100%
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Hukum { Posbakum )

Meningkatnya
KepaluhanTerhadap

Putusan Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara
Fardata yang ditindaklanjuti r
{Disksekusi)

Adapun Rencana Kinerja Tahun

.z

2023 Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A sebagai

berikut
Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa pErkars yang O0% 10.902.000
Peradlan yang disedasaikan :
Past, Transparan Perdata, Pidana, HI, Tipikor
chii Al b. Persentase putusan yang menggunakan 20
pendekatan keadilan restoratif
c. Persenlase perkara ; Perdata | 75% =
Pidana, HI, Tipikor yang
| Giselesalkantepal wakty
d. Persentase Perkara yang fidak T5%
mengajukan upaya hukum : Banding,
Kzsasl, PK
e. Persentase Perkara Pidana Anak 5%
vang diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan '_.rarllg 80%
- puas tethadap layanan paraditan
Peningkatan a. Persentase isi pulusan yang dikinim 100% | 11.179.611.000
Efekivitas Kepada para pihak tepat wakiu
Pengelolaan b. Persentase Perkara yang 15%
Binelincin disalesaikan mefalul mediasi
¢ Persentase berkas perkara yang 50%
Perkara .
diajukan Banding Kasasi dan PK secara
fzngkap dan tepat wakiu
d. Persentase putusan perkara vang 100%
manarik perhatian masyarakat yang
dapat diskses secara online dalam
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walty 1 har

§ a, Persentase Perkara Prodeo y-amj 5%

Peradilan bagi diselesaikan |
masyarakat migkin | D- Persentase Perkara yang diselesaikan di ! 100%
usr Gadung Pengadilan !

Meningkatnya Akses

T . Persaptage Pancari Headilan Gilanaan | qpaee
Tertentu yang mendapal layanan Bantuan
Hukum { Fosbakum )
_I;Ianingkﬂll!h'ﬂ X a. F‘EIE-E-I’I'L!E; F'l;hJEEI‘I Perkara Pa;ala : 25%
Kepatuhan yang ditindaklanjuti {Disksekusi) 345.405.000
Terhadap Pulusan
Pengadilan

e.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja pada dasarmya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasi
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan
Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022,

Sasaran-sasaran yang di capal Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A tahun 2022 dan
dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2022 ,dengan menyesuaikan hasil
indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yang disusun tahun
2022. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran

yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2022. Maka dapat
diperinci sebagai berikut ;

Sasaran Sirategls Indikator Kinerja Target
Temujudnya Proses a Persentase perkara © Perdata | Pidana, HI, TE%
Peradilan yang Pasti, Tipikor yang ﬂisalasalh&nteg&t Wwaktu ! .
Transparan dan - Persentase putusan perkara yang 2% 1
Akuntabal menggunakan pendekalan keadilan

- restoratif
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Persentase Perkara yang fidak mengajukan ?5'}5;
upaya hukum :
- Banding, Kasasi, Pk

&. Persentase Perkara Pidana Anak yang 2%

diselesaikan dengan Divarsi

i bndes responden pencand keadin yEary
puas terhadap layanan peradilan

Peningkatan Efekiivilas
Pengalolaan
Penyelesaian Perkara

€. Persentase isi putusan yang dikinm
kepada para pfhak lepat waktu

1005

f. Persentase Perkara yang disslesaikan
melalul mediasi

15%

9. Persentase barkas perkara yang
diajukan Banding Kasasi dan PK
secara lengkap dan fepat wakiu

50%

h. Persentase pulusan perkara yang
menarik perhalian masyarakat yang
dapal diskses secara online dalam
waklu 1 hari

Meningkainya Akses
Peradilan bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan

d.  Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

9%

e. Persentase Parkara yang diselesalkan di
luar Gedung Pengadilan

. Persentase Pencari Keadian Gilongan
Terleniu yang mendapat layanan Bantuan
Hukum ({ Posbakum )

100%

Maningkatnya
KepatuhanTerhadapPuty
san Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang
difindaklanjuti [Dieksekusi)

25%
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A.Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabililas Kinerja adalah gambaran mengenai fingkat pencapaian
pelaksanaan sualu keglatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang teriuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai  keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
webijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan sualu metode
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kKinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme
untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat

manajeman untuk memperbalki kinerja organisasi.

B. Perbandingan Target Kinerja.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda
Kelas 1A tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara ftarget
pencapaian indikator kinerfa yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga
terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai alau tidak. Secara umum
lerdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian lerdapal
juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian lingkat
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capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di

bawah ini : Capaian Kinerja Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A,

Capaian Kinerja Pengadilan MNegeri, HI Tipikor Samarinda Kalas 14 Tahun
2022 adalah sebagai berikut :

Pasti, Transparansi dan Akuntabel.

S S— —

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut —

INDIKATOR KINER.IA TARGET REALISAS] | CAPAIANY
3. Persentase sisa perkara yang i
dizelesaikan -
Perdata, 126,73 % 140,81 %
HI 80 % 165 % 183,33%
Tipikor TI78 % 86,42 %
~ Pidana 88,72 % 88,58 %
b. Persentase perkara yang i T
disslesaikan tepat wakiu:
Perdata 85,68 % 114,24 %
Hi T5% ro5% 1034 %
Pidana 86,40 % 115,20 %
Tipdkor, B5,71 % 114,24 %
c. Persentase putusan Yang 2% 0% 0%
menggunakan pendekatan
keadilan restoratif
 d. Persentase Perkara yang tidak
mengajukan upsya hukum ;
- Banding 75% 97,89 % 130,50 %
- Kasasi 75% 9739 % 126,85 %
| - PK 765% 099,02 % 133,23 %
¢. Porsentase Perkara Pidans 5% 100% 100% |
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Anak yang disa.&s-ﬂ:an dangan
Diversi

f. Index Respondan Pancar
Keadilan yang puas terhadap
layanan masyarakal

Jumiah -

D0% 83,52 % 100 %

98.64% | 119.22%

2. Indikator Kinerja.1.a :
Indikator Kinerja : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum di pulus pada saal laporan dibuat. Istilah sisa
perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara
yang sudah putus tetapi belum minutasi.

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang
diminutasi dengan jumah sisa perkara, difungsikan sebagai berikut ;

Slsa Porkara yang diminutasi
Jumiab sisa perkars x 100%

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditelapkan melalui Perjanjian
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 90%, Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 indikator
kinerja ini sudah ditetapkan sehingga dapat diketahui capaiannya rezlisasi dan capaian
indikator kinerja. Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2022
disampaikan pada tabel berikut -

Endikator )
No | Kinejatema | Kineda e Rel ) covsimn 2 Rm '
: 2022 2022 a2 2018 019 | 2020 | 2021
LEama :
1. | Tewujudnya | Persantase 80% | 5280% | 12387% | 100% | 100% | 100% | 100%
proses Sisa parkara
Peradilan vang | yang
pasil dissleaailan
fransparansi Pidana,Perda
dan akunlabal | ta HI, Tipkar

1.2.1.PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA

Pada akhir tahun 2021 sisa 128 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir
Desember 2022 sebanyak 101 perkara, mengalami penurunan

. Tabel berikut




menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan MNeger/HlTipikor
Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022

1 | Pardata 116 229 244 23

2 | Perdata Permohanan 10 430 433 T

3 | Gugatan Sederhana 2 17 18 1
Jumish 128 658 845 104

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022
adalah 126,73% dengan perhitungan sebagai berikut -

¢ Sisa Porkara tahum ko 00,
Reaisasi = Jumiah 5isa Periarg % |

. _ 128 Perkara
Realisasi = mx 1002,

=126,73%
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 capaian 140,81% untuk indikator kinerja ind adalah sebesar 90%

. _12673%
Capaian o X 100 %

= 140,81%
1.b.1. PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA KHUSUS

Pada akhir tahun 2021 sisa 33 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir
Desember 2022 sebanyak 20 perkara, mengalami penurunan . Tabel berikut
menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor
Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022 -
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Jumiah 33 65 78 20

Berdasarkan data-data tersebul diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022
adalah 165% dengan perhitungan sebagai berikut :

- + _  Sisa Perkara tahun lalu
Reaisasi = jumiah Siza Periars % 100%

Realisasi = ?f; ::::;:x 100%

=165%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara reafisasi dan targel, dimana pada
tahun 2022 capaian 183,33% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 90%

. _168%
Capaian op. X 100 %
=183,33%
1.b.1. PENYELESAIAN 5I5A PERKARA PIDANA KHUSUS

Pada akhir tahun 2021 sisa 7 perkara sadangkan Sisa perkara pada akhir
Desember 2022 sebanyak 9 perkara. Mengalami penurunan Tabel berikut
menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Megeri/HITipikor
Samarinda Kelas 1A pada tahun 2027 -

56 54
56 54

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada
lahun 2022 adalah 77,78% dengan perhitungan sebagai berikut -

. = Slsa Periara tabun Ll
Reaisasi = ik S ver X 100%
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Realisasi = 5097 4 1509,

Perlkars

=77.78%

Capaian diperoien dengan membandingkan aniara realisasi dan iargel, dimana

pPada tanun 2022 capaian 86,42 % uniuk indikator kinerja ini adalan sebesar S0

. BEAE
Capaian o X 100 %

= B86,42%
1.b.1. PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA

Pada akhir tahun 2021 sisa 118 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir
Desember 2022 sebanyak 133 perkara, mengalami kenaikan. Tabel berikut
menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan NegeriHl/Tipikor
Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022( tidak termasuk perkara lalulintas)

Pidaria Umum 115 B13 798 130
= Pidana Singkal - 1 1 3
3. | CepatiRingan ' - 13 13 -
4. | Lahy lintas: - 1800 1800 -
5. | Perkara Anai 3 26 26 3
&. | PraPeracilan - 7 7 -

Jurrkah 118 2 660 2645 133

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah
88,72% dengan perhitungan sebagai barikut -

4 N p Ial
Reaisasi = ”;:rd::;';'::;"m' x 100%

118 Perkarn
Realisasi = 133 Periary X 100%

=88,72%
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Capaian diperoleh dengan membandingkan anlara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 capaian 98,58% untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

Fa 1 =TI b
e paian % ~ 1040 %

= 98,58%
REKAPITULASI KEADAAN SISA PERKARA : Perdata, HI, Tipikor dan Pidana.
Bahwa Pada akhir tahun 2021 ada sisa 286 perkara sedangkan Sisa perkara pada akhir

Desember 2022 ada sebanyak 263 perkara, mengalami penurunan. Tabel berikut

menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda
Kelas 1A pada tahun 2022 :

9, | Pordala Gugatan 116 2 244
Urnum: :
10. | Perdata Permohanan 10 430 433 7
11. | Gugaten Sederhana 2 17 18 1
12 | Pardata Khisus H| 33 65 78 20
Jumiah 286 3,449 3472 263

Berdasarkan data-dala tersebul diatas maka rekapitulasi realisasi sisa perkara indikator kinerja ini
pada tahun 2022 adalah 108,75% dengan perhitungan sebagai berikut -

Reai — Sisa Perkara tahan lalu
Isasi = Jumlah Siza Perkara

x 100%



286 Perlara

263 Porkara xIem

Realisasi =
=108,75%
Capaian diperoien dengan mempandingkan anlara realisasi dan targel, dimana pada

tanun 2022 capaian 120,83% untuk indikator Kinera ini adalan sebesar 100%

HRET S B
e

Capalan = oo X 100 %,

=120,83 %
Persentase sisa perkara, perdata umum, perdata khusus ,pidana khusus tipikor dan
pidana umum yang masing-masing ditargetkan selesai 90% pada tahun 2022,
Tabal Capaian Kinerja Sasaran Srategis | — Indikator Kinerja 1

Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Healisasif Capaian

Terwuud B Persentase sisa yang 4 =

Proses Peradilan yang Pastl, | diselesaikan perkara :

Transparan dam Akuntabe| Pordats 126,73% | 140,81%
e | W% | 165% | 183,33%
i | T1.78% | BAZ%
i ' B8,72% | 98,58

|
hirréah 114.56% | 127, 79%

L _ | 1 __|

dengan capaian dari sisa perkara tahun 2022 tercapai 127,29%. Hal ini bahwa sisa
perkara tahun 2022 yaitu 286 perkara, selurufinya dapat disslesaikan pada tahun 2022
m@apmadad{anmﬂpﬂammﬂaﬂaﬂ@bﬂhmpumaﬁmfﬂaﬁf dalam perfitungan
perbandingan realisasi dan capaian keseluruban sudal ditargetkan sefesar .

Catatan : 1. Perkara Perdata Mo. 117/Pdt.G/2021/PN.Smr.
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2. Perkara Perdata No. 218/PALG/2021/PN.Smr
3. Perkara Perdaia ho. 240 PALGZ021/FN. Smr.
4. Parkara Pardsta Mo, 288/Dd) G/2024/PM Senr

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2022 yang mencapai target sebesar 127,299%
menunjukkan bahwa system kerja yang sudah maksimal dilingkungan Pengadilan Negeri,
HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A telah berjalan dengan baik dan lancar.

Indikator Kinerja 1.b :

Persenlase Perkara yang diselesaikan
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan perkara yang diselesaikan
(sampai minutasi) dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang

masuk), difungsikan sebagai berikut :

a +_ Perkara Diselesaikan (sampai dengan nxbnuinsi)
Realisasi Salde Awal Perkara + Perkara Masuk X 100%

Targel penyelesaian perkara Pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya, Realisasi
dan capaian indikator kinerja, Persentase perkara yang diselesaikan pada lahun 2022

ditampilkan pada tabel berikut inj -

I vl o oy |
: UTAMA ' 2018 | o9 | zmp | 20
1. [Torwujodn | Porsortase. | 76% 9290% | 12387 | 98.82% | 07.01% | 4404% | o810%
¥a proses | perkara yang 6
Peradilan | diselesalakan
yang pasti
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transpara
nsi dan
aklntabel

1.b.1. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2021, yang menjadi saldo awal perkara
perdata masuk berjumlah 128 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara,
perkara yang dipulus sebanyak 695 perkara dan sebanyak 682 berkas diminutasi,

dan belum diminut sampai akhir desember 2022 sebanyak 13 perkara Sedangkan
sisa perkara yang belum diputus sebanyak 101 perkara. Tabel berikut

menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri HI, Tipikor
Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022

1 | Perdeta Gugatan 116 221 - 244 a3 13 perkara

Urnim . Balummy
ménul

2 | Pardata 10 430 - 433 7 -
J:Ih.-.' . L “-

3 | Gugatan 2 17 - 18 1 -
“Sedarhana
Jumizh 128 664 - 595 104

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara perdata pada tahun
2022 adalah sebesar 85,68%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi = Perbiara yang Diselesailan (sampai dengan minutasi)
Saldo Awal Perleara + Perkara Masuk

X 100%

S v 682
Raalisasi mlﬂ 005,

= B86,68%.
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Capaian 75% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 114,24% mengalami
kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 74 %.

BE6R% oo
A LAET

I B j Ly T
i
e PG 755, Fu

=114,24%
1.b.2. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL (HI ) :

Sisa perkara perdata Khusus HI pada akhir Desember 2021, yang menjadi saldo
awal perkara perdala HI masuk berjumlah 33 perkara, perkara vang dicabut
sebanyak 0 perkara, perkara yang diputus sebanyak 78 perkara dan sebanyak 76
berkas diminutasi dan belum minutasi ada 2(dua) perkara yaitu :

1. Perkara No.52/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Smr

1. Perkara No.53/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Smr
Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 20 perkara. Tabel berikut
menggambarkan keadaan perkara perdata khusus HI pada Pengadilan Negeri, HI,
Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022
Tabel Keadaan Perkara Perdata Khusus HI Tahun 2022 -

Jenis Perkara | Sisa2021 | Masuk 2022 Cabut Putus 2022 | Sisa 2027 m”"i
Perkara 31 85 - 78 20 T perkara
Gugatan HI
Jumilah 33 G655 - T8 20 T pericara

Berdasarkan data-dala tersebut maka realisasi penyelesaian perkara perdata Hl pada
tahun 2022 adalah sebesar 77,55 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

£ ¢ _ Perliira yang Diselesaikan (sampal dengan minutasi)
Realisasi R Tt = X 100%

ST |
Realisasi 33+{|15JITM%

=77,55%.



Capaian 75% dipercleh dengan mem bandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 103,4% meangalami
kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 26,98 %.

o _T7.55Mh
Capalan = o

X Aonen

=103,4%

1.b.3. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM) :

Sisa Perkara Pidana pada akhir Desember 2021, yang menjadi saldo awal 118
perkara dan Pidana masuk berjumlah 2.660 perkara, perkara yang dicabut
sebanyak 0 perkara, perkara yang diputus sebanyak 2.645 perkara dan sebanyak
2645 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum dipulus sebanyak
133 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara Pidana pada
Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022( perhitungan
tidak termasuk perkara lalu lintas) :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Umum Tahun 2022 :

Jenis Perkara | Sisa2021 | Masuk2022 | Cabut | putzoze ‘Sisa 2022 mmm:f
Fidana Urmum 145 E13 . Tan 130 748
Pldana Singkat - 1 - 1 . 1
CepaiRingan 13 - 13 . 13
Lak lintes - 1804 - 1800 - 1800
Perkara Anak k] 26 - 26 3 26

Pra Peradfitan - 7 - 7 - T
Jurmdsh 114 2. 660 2645 133 2645

Berdasarkan data-data tersebut maka realizasi penyelesaian perkara Pidana pada tahun

2022 adalah sebesar 86,40%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi = Perkara yang Disclesaiban {sampal dengan miinEtasi)

Saldo Awal Perkara + Perkar Masuk

X 100%




Capaian

TERL
e "o

& diporclch deng

Realisasi =

G5
118{EEN)

= B6.40%.

P P mh-—rnﬂinhk‘:

ek bk b

[ LREE E

x100%

n antara realizasi dan torget, dimana

pada ahun 2022 capalan untuk indikator Kinefja ini adalal

e e o g
SFESor

mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 26,98 9%,

Capaian

i A0%

=_15Tﬁ_x 100 %,

=115,20 %

1.b.4. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR )

Sisa Perkara Pidana Korupsi pada akhir Desember 2021, yang menjadi saldo awal

7 perkara Pidana Korupsi masuk berjumiah 56 perkara, perkara yang dicabut

sebanyak 0 perkara, perkara yang diputus sebanyak 54 perkara dan sebanyak 54

berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 9

perkara. Tabel berikul menggambarkan keadaan perkara Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 14 pada tahun 2022 :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Khusus Korupsi Tahun 2022 -

el 195, Masiik Cabut Putus Minutasi
Jenig Parkara Siga 2024 SRR ] - Sisa 2022 ;
F 2022 M2 i ) 2022
Perkara Pidana Korupsi 7 56 - 54 a 54
Jumiah 7 56 - 54 8 54

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Pidana Khusus

Korupsi pada tahun 2022 adalah sebesar 85,71 %., dengan perhitungan sebagai berikut :

Reaalisasi = Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutask)

Salde Awal Perkara + Perkara Masuk

Realisasi = x1009%

T(56)

= B5,71%.

X 100%

=1



Capaian 75% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 114,29 % mengalami
kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 31,48 %.

v HETIE%
uur.rﬂlﬂ” - 1]!]']1;. o | £k

=114,20%

REKAPITULASI PENYELESAIAN PERKARA KESELURUHAN
( Perdata Umum, HI, Pidana Umum dan Pidana Khusus Tipikor )

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang
ditangani Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A secara keseluruhan pada
tahun 2022, meliputi penyelesaian perkara perdata, Permohonan, perdata khusus HI,
pidana Anak, pra peradlan, dan tipikor, gugalan sederhana. Bahwa jumlah perkara tahun
sebelumnya yang masih berjalan di tahun 2021 sebanyak 286 perkara. Total perkara
yang didaftarkan selama tahun 2022 sebanyak 3.735 perkara, 3.472 perkara diputus, dan
3.470 perkara berkas perkara diminutasi, Pada akhir Desember 2022, sisa perkara yang
belum selesal sebanyak 263 perkara. Tabel berikut menggambarkan secara umum
xeadaan perkara pada Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun
2022 :

Tabel : Keadaan Perkara Tahun 2022

[Joria Perkarn | Ska2021 | Masuk2022 | Cabutz2ozz | Puns 2022 | S oom Minutasi
; A
Perkrm 128 GE4 - 585 101 695
Perdala
Parkara H 3 65 = T8 20 [l
Perkara Pidana 118 2.680 2645 133 2645
Parkara Tipikor 7 56 : 54 g 54 |
lumniah 286 3.448 - 3472 263 3470
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan
pada tahun 2022 adalah sebesar 92,90 %.dengan perhitungan sebagai berikut -

Realicge; = Ferkira yang Diselesalkan (sampai dengan minutasi)
lisasi = Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk X 100%

H i v - -
F{E'EHI&EEI mﬁ1 ﬂﬂ.‘h

= 02,90 %.
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan

pada tahun 2022 adalah sebesar 123,87 % mengalami kenaikan dibanding tahun 2021
indikator kinerja 48,93 %. dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian =T, 4 00%

Target

_52,90%
T5%

Capaian

Capaian =123.87 %

RESTORATIF JUSTICE (Keadilan Restoratif) merupakan alternatif penyelesaian
perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus
pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelakwkorban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan
seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan
Wembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam
masyarakat. Teknis dalam pelaksanaan diatur dalam Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor 1681/DJUISK/PS.00/12/2020 tentang
Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
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Bahwa penyelesaian perkara putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

untuk Pengadilan Megeri Samarinda tahun 2022 O{nol) perkara capaian 5%

Fada Peradilan tingkal pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya
hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding
dan upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang perkaranya
diputus bebas.

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum selama tahun bedalan dibagi jumiah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya
hukum, difungsikan sebagai berikut -

j‘umhhl’arkunycﬂg Hdnhmmggﬂthn upaya huknm
Realisasi = fumiah putusan yang menjedi deasar prerrgre fuEn iepay Jnrhmx 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2022 . sebagaimana ditetapkan melalui
penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 75 %. Uniuk lahun 2021 dan 2022
sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapal diketahui capaiannya. Realisasi
dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini -

No. | Kinerja Utama | Indikatar Kinerja Target Realisasi ‘Capatan Realisasi
Usma | zo22 | 2022 | 2o

2008 | 2019 2020 | 2021

1. | Terwujudnya | Persentase parkara

proses '_nfarﬁ'l.h:lu'.lé

pestl, | hukum Bending 75% | 0623% | 12839% | og.28% | 99.08% | 99,08% | 6777 %
‘tansparunsi | Kasas|, 7% | 9817% | 1223% | gagow | saasw | ooorw 67,39%
dan akuntabel | FK 78% | 9879% | MM2% | gonan | 10005 | sneen | oasas

L)



1. d. 1. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding

Darl jumiah puiusan pada tahun 2022, yang lidak mengajukan banding sebanyak
3.341 putusan yaitu 178 putusan perkara perdata, 769 putusan perkara pidana, 18
putusan perkara khusus tipikor, 78 putusan perkara perdata khusus HI, Perkara
Pidana Anak 26 Perkara, sedangkan 131 putusan diajukan banding seperti
ditampilkan pada tabel berikut :

Real - mmmrm!_qummm

MMFMHMMMM_MWM“E 10%

Realisasi :E%ﬂ 00%

=96,23%

70



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi perkara yang tidak mengajukan banding
pada tahun 2022 adalah sebesar 128,30% mengalami penurunan dengan tahun 2021
indikator kinerja  130,37%. Dengan capaian seratus persen melebini target yang
direncanakan dengan perhitungan sebagai berikut -

mm.%’&mﬂ%
Realisasi :%mu%
=128,30%

1.d.2. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Dari jumiah 3.472 putusan pada tahun 2022, yang tidak mengajukan kasasi sebanyak
3.339 putusan yaitu 202 putusan perkara perdata, 781 putusan perkara pidana, 20
Putusan perkara khusus tipkor, 38 putusan perkara perdata khusus HI, 26 Perkara
putusan pidana anak sedangkan 133 putusan digjukan kasasi seperti ditampilkan pada
tabel berikut ;
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| Perdats Khusus HI 78 38 40
| Jumiah 3472 3.238 133
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan kasasi pada tahun

2022 adalah sebesar 98,17%, dengan perhitungan sebagai berikut -

_ Jumiah Perkara yang tidak mengafukan upaya hakym Kesnsi 1
Realisasi fuminh putusan yang menjodi dosar PeRgajian upaya hutu.rrlx 00%

. : 3339 Perkara
Realisasi 'Tﬂ 00%

= 96,17 %

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi perkara yang fidak mengajukan kasasi
pada tahun 2022 adalah sebesar 128,23 % mengalami sama dengan tahun 2021
indikator kinerja 75 % capaian 129,85 %. Dengan capaian seratus persen melebihi target
yang direncanakan dengan perhitungan sebagai berikut -

Realisasi ;"‘j';z“xmn%

= 128,23%
1.d.3. Persentase perkara lidak mengajukan upaya hukum PK

Dari jumlah 3.472 putusan pada tahun 2022, yang tidak mengajukan Peninjauan
Kemball (PK) sebanyak 3430 putusan yaitu 218 putusan perkara perdata, 854
putusan perkara pidana, 44 putusan perkara khusus tipikor, 78 putusan perkara
perdata khusus HI, 26 putusan perkara anak sedangkan 42 putusan diajukan
Feninjauan Kembali (PK) seperti ditampilkan pada tabel berikut

S e o diterima Peninjauan Kembali
Pidana Umum 758 BG4 [
Pidana Singkat 9 1 R
Capat/Ringan 13 13 =
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Kembali (PK) pada tahun 2022 adalah sebesar 08,79 %, dengan perhitungan sebagai
berikut :

i ;mhhhhrnmatﬂul'wwhm
Realisasi premes = s : X 100%

Realisasi :===*%1009,
= 98,79%

Berdasarkan data-data tersebul maka realisasi perkara yang tidak mengajukan banding
pada tahun 2022 adalah sebesar 131,72 % mengalami sama dengan tahun 2021

indikator kinerja 133.23 %, Dengan capalan seratus persen melebihi larget yang
direncanakan dengan perhitungan sebagal berikut -

Realisasi :22%100%

=131.72%
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Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan

denaan diversi selama tahun berjalan dibani jumlah perkara pidana anak vana menjadi

dasar persentase perkara pidana anak dengan diversi , difungsikan sebagai berikut :

- — fumiah Perkara Pldana Anak yang diselesaikan secara diversi, ,
Realisasi T X 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2022 , ebagaimana ditetapkan melalui penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 2%. Untuk 2022 sasaran strategis ini sudah
diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja

ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut inj -

1 | Torwijudnya Parsorioss % 100% 0% |43 L WA | 100% | na
akuriabel dErgin '

Diversi merupakan pengalihan penyelesalan perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberiakukan
terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah
berumur 12 tahun meskipun pemah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga
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melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun
atau kepada anak yang lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif,

kumulalif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi lidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya
kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum

acara peradilan pidana anak.

Tahun 2022 dicatat upaya diversi dilakukan dengan target 2 % dan perkara pidana anak

yang diselesaikan secara diversi O{nol) perkara atau tidak ada perkara diversi masuk
untuk tahun 2022,

Tabel : Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2022

Mo Perkara Jumilah
1t Sisa Tahun 2021 0 Perkara
2. Masuk Tahun 2022 1 Perkara
a Putus Tahun 2022 1 Perkara
4. Sisa Tahun 2022 0 Perkam
5. Diverst berhasil 1 Perkara
B Diversi gagal 0 Parkara
i Banding 1 Parkara
8, Kasasi 0
a, Peninfauan Kembali i§

Berdasarkan dala-data tersebut maka realisasi Perkara Pidana Anak yang diselesaikan
dengan diversi pada tahun 2022 adalah sebesar { 100% ), dengan perhitungan sebagai
berikut :

Tumiah Perkara Pidana Anak yang diselesaiban secnra dip.:r;lx 100%
Jumliah perkara pidona anok

Realisasj =

Realisasi :v:-:-:'-IDD%

= 100%
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi perkara diversi pada tahun 2022 adalah
100% mengalami kenaikan a dengan tahun 2021 indikator kinerja N/A Dengan dengan

perhitungan sebagai berikut :

104
#100%

Realsas |

e
[

=100%

Indikator I{har]a 1.0
Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat,

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakal atas

penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan.

Tabel: Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan

masyarakat.
kator Kinera Roslsas | Capalen Roalisasi
Indi ) ! Targat 2022 2022 = oD = —
Parsenlase Index _ - _
Responden Pencari il Ba5T% | 100% | BOBTH | BAB4% | res% | s3smn

Keadilan yang puas
terhadap layanan
masyarakal

Indeks responden pencar keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur
berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Momor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Fada lahun 2022 Pengadilan Megeri ,HI,Tipikor Samarinda Kelas 1A melakukan survei
terhadap Pencari Keadilan melalui survei kepuasan masyarakat pengguna layanan

Pengadilan di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A -
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METODOLOGI PENELITIAN

a. Metode Survei
b. Teknik Pengumpulan Data
¢. Variabel Pengukuran IKM
d. Teknik Analisis Data yaitu Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat
di Pengadilan ini digunakan analisis statistik deskritif yaitu sebagai berikut :
Tabel Kategori Mutu Pelayanan :

o lns Norma Skor
No. | Mutu Pelayanan = :
' Skla 100 Skala 14
1. | A{Sangat Baik) 81,26 —-100,00 | 3,26 - 4,00
2. | B(Baik) 62,561-81,26 |251-325
3. | C(Kurang Baik) 43,76 -62,50 | 1,76-2,50
4. | DJ(Tidak Baik) 2500-4375 |1,00-175
FROFIL RESPONDEN

1. Responden menurut karakieristik umur

<. Responden menurut karekteristik jenis kelamin

3. Responden menurut karaktemistik pendidikan terakhir

4. Responden menurut karaktristik pekerjaan umum

5. Responden pengguna jasa Pengadilan Negeri Samarinda

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
NEGERI| SAMARINDA KELAS 1A

Responden yang telah mengisi pada aplikasi sisuper sjumliah 39 responden berdasarkan
survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Samarinda dan hasil analisis data
telah dilakukan dan diketahut bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
Pengadilan negeri Samarinda sebesar sebesar 99,57 % berada pada kalegor * SANGAT
BAIK “pada interval (88,31 — 100,00) Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran
Mutu Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah ditetapkan pada Kategori* SANGAT
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BAIK * Hasil tersebut berada diatas sasaran muty yang ditetapkan Pengadilan Negeri
Samarinda Kelas 1A.

Hasil IKM tersebut diatas, terdiri dar sembilan ruang lingkup, analisis
selanjutnya adalah mendiskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup

tersebut :
No. Ruang fingkup Rata-rata Skor | Kategori Peringkat |
1. | Persyaratan 3,74 SANGAT BAIK 3
2. Prosedur 3,70 SANGAT BAIK i}
3. | Wakiu Pelayanan 3 66 SANGAT BAIK 8
4. | Biaya/Tarif 3,74 SANGAT BAIK 4
8. Produk Spesifikasi Jenis 3.70 SANGAT BAIK 7
= Palayanan
6. | Komptensi Pelaksana 3,74 SANGAT BAIK 5
7. | Parilaku pelaksana 3,77 SANGAT BAIK 2
8. | Penanganan Pengaduan, aro SANGAT BAIK 2]
Saran dan Masukan
a, Sarana dan Prasarana 388 SANGAT BAIK 1
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SASARAN KE Il :
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERKARA
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efiziensi penyelenggaraan
peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan MNegeri HI Tipiker Samarinda Kelas
A Indikator Kinerja yang ditelapkan untuk mengukur keberhasiian sasaran Faningratan
Efektifitas Pengelolaan Perkara® meliputi 4(empat) indikator kinerja yang diwujudkan

melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Efektiitas Pengelolaan
Perkara pada Tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya pada tabel

berikut ini :

Tabel Sasaran Il ;
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara

@ | Persentase isi putusan 004% 100%: 111,11 00% | 100% | 100% | 97 47%

vang dlerima olah para T
pihak tapat wakiu
Paningkatan | b | Perserlase Perkara 1% | 887 % | 5983% MM | BE2% | WA | 2058 %
1. | Efektifitas = | yang dizalesaiken
Pangelalaen rmaelabui hediasi
Parkara c. | Persentaza barkas Bl

Perkara yang dizjuksn 5%
secara lengkap dan
tepal wakiu

100 %
eanding , 80,65 T00% 102 100% | 80,85 %

100%
kasasi, 89,35 % 83 % 89,35 5%

100%
dan Fi 84,80 % 76,92 88,89 %
d | Persentaze putusan 100 | 58.04% 1005 100% | 100% | 100% | ©8,04%
perkara yang yang L
menarik perfatian
masyarakal yang dapat
diakees online dalam
wakiu 1 hiri selatah

diputies.
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Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut :

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas putusan dengan

relas putusan yang disampaikan ke para pihak fepat waktu, difungsikan sebagai berikut :

__ Relas Pemberitahiinn isi Putusan ying tepat wakiu tempat dan para p&ml:x,l 00%

Jumnlah berkas putusan

Target indikator kinerja Ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penatapan
Kinerja Tahun 2022 adalah 90%. Untuk tahun 2021 dan 2022 indikator kinerja ini sudah
diterapkan sehingga dapat dikelahui capaiannva. Realisasi ini capaian putusan tepat
wakiu, tempat dan para pihak pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.a

N | KNERIA | NOKATORKINERIA | TARGET | REALISAS: | CAPARN il

0| uama ATTAMA 22 | omm | oae | g, [ 209 [ 2020 |z
Lo || penyampaisn
s : . Pl Lt Brse e d et o I 1_ - :

1. | efektifitas | a pembariahuan ao% 100% 100 Shg ([0 wo | 1%

<t rﬂlﬂ:& '\.\..-“ - :
n Péliiﬂrli mky'“mmd"“
: para pihak

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan dipersidangan, Pengadilan
Negeri wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waklu, tempat dan tata cara
sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri tersabut,
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Jumlah | 12 @ | 1218 Perkara | J |
Selama tahun 2022, terdapat 1.218 putusan perkara terdiri dari : perdata gugatan 244
putusan, perkara biasa 798 putusan , perkara Hubungan Industrial terdapal 78 Perkara
dan Pidana Anak terdapat 26 perkara . fipikor 54 perkara, gugatan sederhana 18 perkara.

Kehadiran para pihak saat pembacaan putusan dipersidangan ada 1.218 putusan yaitu
perdata gugatan, 244 putusan , perkara HI 78 putusan, Pidana Biasa 798 putusan, Pidana
Khusus Tipikor 54 putusan harus diberitahukan amar putusannya dengan menyampaikan
relaas pemberitahuan putusan oleh jurusita. yang wajib diberitahukan amar pulusannya,
telah dilaksanakan tepat wakiu, tempat dan tepat para pihak.Rinciannya sebagaimana
disajikan pada tabel diatas .
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator Kinerja ini pada tahun 2022
adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian diperolesh dengan membandingkan antara realisasi dan targel, dimana pada
tahun 2022 indikator kinerja tercapai 90%,

< — Helas tepat waktutempat dan para piho
Realisasi e o % 100%

o 1218
Realisasi .l—;ﬁme%

= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebasar 90% capaian yang sama
tahun 2021 indikator kinerja 90 %.

Realisasi :%x 100%

=111,11%

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara mediasi yang diproses

dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian, difungsikan sebagai berikut :

Relas medias yang menfodl Akie Ferimralon

Jumlah Medinsi yang diproses x10¢

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah 15%. Realisasi dan capaian indkator kinerja  Persentase
mediasi yang diselesaiakan  menjadi akte Perdamaian™ pada tahun 2022 serts
perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkanpada tabel berikut ini berikut ini :



Tabel Indikator Kinerja 2.b

¥ oL - . . a I .'! H = e . gk
Jumiah Perkara Diajukan | ge VU ferotes

Perdala 41 137 178 7 a7
Perdala

:
: o M

Junsiale 37 i57 178 7 5 5 |

Berdasarkan data-dala tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022
adalah 8,97 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumilak Porkara aiselesaikan melatui mediasi
Realisasi = o “’“j‘f_fﬁ e ; X 100%

Realizasi :1%31 00%
=897 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada

tahun 2022 indikator kinerja tercapai 59,83 %.
. Bay
Realisasi ==>x100%

=58,83 %
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Indikator kinerja ini dikuantitatifian sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK yang lengkan (Tardiri dari bundel A dan Bunds| B) dangan jumlah

berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK difungsikan sebagai berikut :

Realisasi = Tumilak berkas yang dinjukean Eqnd‘ﬂg’.luu.ﬂ dim MK yang J'm;ku;ux 100%

————

fumiah berkas vang dinjukon Banding K asasi dan PR

Target indikator ini pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja
Tahun 2022 adalah sebesar 50%. Realizasi dan capaian indikalor kinerja * Persentase
berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan
secara lengkap” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya
disampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.c :

| e s ] T OFE | & i |k ! et e
Porsaniass
berkas
Peningkatan disam paikan
; efakifilas . se@EnE 50% 50,65 % 180,14% 100% 102 % F— B0.65 9
pengedolaen lengkap B9.35% | 167.66 % B3 % 89,35 %
perkara banding BB.89 % | 151.02% 7% 809 %
Hasasi |
P'H — I

2.c.1. Upaya Hukum Banding

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding selama
tahun 2022 adalah sebanyak 141 berkas perkara, yang terdiri dari 62 berkas banding
perdata dan 30 berkas banding pidana, Nol berkas banding HI dan Khusus Tipikor 35
berkas . Dari jumlah tersebut, lidak ada berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat
banding, keseluruhannnya yaitu sebanyak 131 berkas banding dinyatakan lengkap. Tabel
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berikut menggambarkan upaya hukum banding pada pengadilan MNegeri |
HI, TipikorSamarinda pada tahun 2022 :

TABEL : UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2022

Jenis perkara | Sisa 2021 | Masuk 2022 Gahut; _mﬂmmﬂ' Siza 2024
xara | Sisa 20 FES e

Perdata 7 64 1 62 8

Pidana 1 31 1 20 1

Tipkor | 2 ® | 1 35 2

HI : : e ; : :

sumizn | w0 | 431 | 3 127 1 1

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 indikator kinerja tercapai 90,07 %.

, ¢ o Sumnilaih berkos yang diafukan Banding, yang Lnngkup: (
Realisasi Jumiah berkas yang diafukaon Banding, 100%

Realizasi :—Ean%
= 90,07 %

Capalan dipercleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 capalan untuk indikator kinera ini adalah sebesar 180,14% mengalami
kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja  100,72%.akan letapi tidak
mempengaruhi karena sudah memenuhi targer sesuai yang direncanakan.

Realisasi :""‘;': Z%100%

= 180,14 %

2.¢c.2. Upaya Hukum Kasasi

Berkas perkara kasasi yang telah dikiim ke mahkamah Agung Rl selama tahun 2022
adalah sebanyak 167 berkas perkara, vang terdiri dari 37 berkas kasasi perdata dan 14
berkas kasasi pidana, 38 berkas kasasi pidana Tipikor, 51 berkas kasasi HI Darl jumlah
tersebut, lidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI, keseluruhannya
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yailu sebanyak 140 berkas kasasi dinyatakan lengkap. Tabel

upaya hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2022:

TABEL UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2022

berikut menggambarkan

Janis perkara

§1s22021 | Masuk2022 | Cabul2022 | Kiim2022 | Sia 2099
Perdata 11 ay 1 a7 10
Pidana 0 17 1 14 2
Tiostor 39 1 8
Hi 18 43 : 51 8
Jurmiah 31 136 | 3 140 24 |

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 indikator kinerja tercapai 83,83 %.

¢ _ Jumlak berkas yang diajukan kasasi yang bomgpkap 00%
Realisasi jumiah berkas yang dicjukan knxasi, X1

140

Realisasi :E1UD%
=83,83%

Capaian diperaleh dengan membandingkan antara realisasi dan targetl, dimana pada
tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 167,66% mengalami
kenaikan dibanding tahun 2021 indikator Kinerja 99 28 %,

Realisasi :“f:“'xmn%

= 167,66 %
2.c.3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Berkas perkara Peninjauan Kembali (PK) yang telah dikiim ke Mahkamah Agung RI
selama tahun 2022 adalah sebanyak 49 berkas perkara, yang terdin dari 20 berkas
peninjauan kembali perdata dan 8 berkas kasasi pidana, , O(Nol) berkas perdata HI . §
berkas pidana tipikor Dari jumilah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan olgh
Mahkamah Agung RI, keseluruhannya yaitu sebanyak 37(tiga puluh tujuh ) berkas
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peninjauan kembali dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum
peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A pada tahun 2022:

TABEL UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALJ {PK) TAHUN 2021

Ferdata 5

Pidana 3 i} - 1
Tipikor 0 10 - 9 1
Hi - - - - -
Jumiah | 8 41 : 37 12

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 indikator kinerja tercapai 75,51 %.

- ¢ - Juntlah bevkas yang diajukan lehnghg
Realisasi = fumlah berkas yang dinjukan PE X 100%

Realisasi %xm{:%
= 7551 %

Capalan diperoieh dengan membandingkan aniara realisasi dan target, dimana pada
tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100,68% mengalami
kenaikan dibanding tahun 2021 indikator kinerja 98,77 %.

Realisa~=—x100%

=151.02 %
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Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagal perbandingan antara amar putusan perkara

yang dipublikasikan di website dengan jumlah perkara yang salesai, difungsikan sshanai
benkut ;

= Omar putusan yvang dipnblikasikaon di website
Realisasi = Tamiahy SRy X 100%

Target indikator ini pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja
Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun
2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut

ini:

Tabel Indikator Kinerja 2.d

W Cy L
| 3

Selama tahr.m i"ﬂEE dan total 3472 putusan perkara, dan yang dapat diakses secara
onling sebanyak 3472 putusan perkara yaitu perdata 244 perkara, perkara tipikor 54
perkara Hubungan Industrizl 78 perkara, Pidana Anak 26 perkara, sedangkan pada
perkara pidana 798 Parkara Permohonan 433 Perkara, seperti diperihatkan pada tabel
berikut :

BE

e R ) Ve N S | I; I_ . | |--— -_J—.-_-ﬁd



TABEL PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKAN TAHUN 2021

2 i e PulusanYang | Sisa Yang Tidak
O IR 2l Dipublikasikan Dipublikasikan
Fidana Bigsa T98 Ten K
i_P'darla Singkat 1 1 2
Fidana Cepal 13 13 = ==
Pidana Ladu Lintas 1800 18040 _
Pidana Anak 26 A B
| Pidana Pra Peradilan 7 7 _
Pidana Tipikor 54 54 _
Perdala Gugatan 244 244 E
Perdata Permehenan 433 433 T |
Perdata Gugatan 48 T
| Sederhana ! L
Gugatan PHI 78 78 -
Jurish 3472 3472 ]

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja pada tahun 2022
adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut ;

. _ amar pruiusen yang dipnblikesibon df websiie
Realisasi P oo S X 100%

3472 berkas
1472 berkas

Realisasi = x 100%
=100 %

Capaian diperoleh denan memba ndingkan antara realisasi dan target, dimana tahun 2022
indikator kinerja inl tercapai 100%

o
capalan = ol ] X 100%
targoé

10n

capaian = Ton X 100%

=100 %
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indikaior kinera yang diteiapkan uniuk mengukur kebernasiian sasaran "Peningkaian
Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Pinggiran meliputi 3 (tiga) indikator kinerja
yang diwajibkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 sera
perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel barikut :

sebagai berikut :




Indikator I:rna_nja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah Presentase
perkara prodeo yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut -

Jumlah Perkara Prodes yang disclesalkan

fumiah perkara prodeo yang masuk x 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan capaian indikator
kinerja ini pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada table berikut ini :

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.a:

Meninghatnya =
Akzes Peradilan
perkars
i Masyera
o ol prodes 5% NI HiA NI A NIA s
i kiskin dan .
yang
Terpinggirkan
disehecaikmn

Sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja adalah sebesar 5%. Realisasi anggaran
pada DIFA APBM tahun 2022 dan capaian indkator kinerja ini serta perbandingannya
dengan tahun 2022 sebesar 99,93%

Perkara Prodeo | Pembebasan Biaya Perkara )
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Adapun realisasinya perkara yang dizelesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah
perkara dibawah 150 juta masyarakat yang mengajukan perkaranya secara prodeo yaitu
peinaia sampal dengan bulan MNovambar 40 peiiara dan pads bulsn Desambar 2022

sebanyak 1 perkara maka jumlah perkara prodeo sampai dengan bulan Desember 41
Perkara.

sbul maha realisasi alas AGiKator win jE pads lahun 2022

adalan sebesar (0) % Gdak ada kegiatan dengan perhitungan sebagai berikut -

H'EE“EBEI i Pereaptase perkara. prodes yang dizclesalakan
jumlah perkara yung prodeo yang mosuh

x 100%
Realisasi = Tu: x 100%
= [I %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana tahun
2022 indikator kinerja ini tercapai 0%

ian = rfalisas
capaian = o x 100%

capaian = % x 100%
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Indikator Kinerja 3.b :
Persentase perkara yang dapat diselesaikan
Diluar Gedung Pangadilan
Sidang keliling adalah yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang peruntukan bagi
masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke pengadilan karena alasan
tertentu sebagaimana dalam Perma Nomer 1 Tahun 2044 tentang Pedoman pemberian
layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu pengadilan, ada pelanggaran kejahatan
terhadap ketertiban umum dengan dilaksanakan sidang keliling yaitu :
No. Perkara Masuk "~ Putus ‘Sisa 1
'Perkara 13 A% -
1. | cepatitipiring

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang
diselesalkan secara sefiing piaat dengan perkara yang dibawa kelokasi setting plaat,
difungsikan sebagai berikut :

_ fumiah perkara yang diselesaikan secara zitting ploatz

= X ]

jumlah perknra yang dibowa ke lekes! 2itting plaotz

Pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022
indikator kinerja ini 100% ditargetkan .

TABEL INDIKATOR KINERJA 3b -

_ INDEKATOR e _ REALISAS|
KINERIA UTAMA KINERJA FEAUISASI | | CAPAMN —
NO. 4 i ) 2022 | 2002| 2018 | 0.0 | 2020 | 2029
Moninghzinya Akses Uumlah perkara
Fauraditan bagl ang disclesaikan
Magyarakal Miskin sECAra Seffing 10056 gl i, Mia  FA WA A
,r:lum'qu:inggirhm i Pengodian
1, B
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Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi alas indikator kinerja pada tahun 2022

adalah sebesar (100) % tidak ada kegiatan dengan perhitungan Ssebagai berkut

R : - Perientase perkara yang diselesaiakan di luar gedung Pengadilan
lisasi Jumlah perkara yeng dibawea kelokas setting pilats x 100%

Realisasi = 1—3;-: 100%
=100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana tahun
2022 indikator kinerja ini tercapai 100%
; —  Fealisari
capaian = = X 100%

capaian = — x 100%

= 100%
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Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan
golongan tertenty yapg mendapatkan lavanan hantusn hukom dennan iumlzh pencari

keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

fumiah Pencari Gelongan tertentu vang mendapatbean
Layonan Bandudan fukmem x 100%
Jumiah Pencari Keadilan Golongan Tertenty

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capalan indikator kinerja
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapal layanan bantuan hukum

{Posbakum)”.

1. Pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A sudah bekerja sama dengan
Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universiitas Widya Gama Mahakam ( LKBH
UWGM ) Samarinda.

Surat Perintah Kerja dengan Nomor: 02/PPK POSBAKUM/PL.08/1/2022 tanggal 13
Januari 2022 tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (FOSBAKUM) Pengadilan
MegerifHI/Tipikor Samarinda Kelas IA..dari hasil Mou lersebut dibuat jadwal piket untuk

masing LBH yaitu 1(satu) minggu hari kera secara bergantian mulai awal tahun sampai

akhir Desember tahun berjalan sebagai berikut -

Lembaga Konsuitasi Bantuan Hukum Universiitas Widya Gama Mahakam
( LKBH UWGM ) Samarinda

Pada tahun 2022 serta perbandingannya Jumiah perkara yang mendapat layanan Pos
Bantuan Hukum dengan tahun sebelumnya pada tabel berikut ini :
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[ Jumiah pencar keadilan golongan tertents

vang mendapal layanan bantuan hukoam b {1178 48 0z 34 a5

Parkara Parkara Parkara Perkara Ferivara

Juinah pencar keadian golongan tartenty |

Akt Al M i i

Parkara Parkara Porkara Petkara | Perkara

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukurm
(posbakum) dengan anggaran DIPA tahun 2022 sejumlah 43.200.000,0 dan 65 Perkara
dapal direalisasikan melalui Posbakum 99.67% » yang ditargetkan 100% pada tahun 2022,
dapat tercapai 99,67%. Menunjukkan bahwa sister kerja yang beraku di lingkungan
Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah berjalan dengan baik dan lancar dalam hal
layanan banluan hukum : dengan catatan adapun sisa anggaran pada realisasi Pos
Bantuan Pelayanan Hukum karena Kontrak MOU terhitung mulal bulan maret 2022 untuk

pembayaran sehingga ada ter sisa pada akhir tahun |

No. | MAK URAIAN | PAGU REALISASI | % SISA %
.| 522131 | Puos BH 1 (satu) 43700000 | 43.056.000 (99,67 | 143000 | 33
| ¥ i e !
Janieri 5/d
Desember 2022
JUMLAH 43200000 | 43.056.000 | 99,67 | 144.000 33
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Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan
Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan® meliputi indicator kinerja yang diwuiudkan
melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum,

Realisasi dan Capaian Indikator Kineria Sasaran ini pada tahun 2022 ditampilkan
pada tabel berikut ini

TABEL SASARANSTRATEGIS 4 :
PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

KINEFLIA INCHKATOR KINERJA | TARGET ﬂﬁd’mmm o REALISAS]
MO rama LTAMA, 22 | 2022| oz 208 | w9 | 2o | am
Perseniase
Maringkalnyak permofoasan
4, | teatuhanterha ekeokusl alas 4783 %
cappulusanpe | | putusan perkara | 5. A7 83 % 5% W N gagey | W% | 2T
rigadilan perdata yang
berkeutan
hukum tetap
yang
ditndaklanju _—

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indicator kinerja sasaran ini
adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 4.a. :

Fersentase Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Indikator kineqa ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan

eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan.

Jumiah putusan perkara yang ditindak larjuei ¥ 90%
fumiah putusan perkara yang sedak BHT
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Target indikator kinerja ini pada Tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalul
Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 25%. Untuk tahun 2021 dan Tahun
2022 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya,
Realisasi dan capalan indikator kinerja ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel

berikut ini:
TABEL INDHCATOR KINERIA 4.5
KNERM | INOWATORKINERA | TARGET | ReAusast| capmua| REALISAS| =
NO. UTAMA UTAMA 2021 2022 2082 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Persentase
Menirgkatnya parmahanEn
kapaluhan eksckus| alas
;| foetiodsg g |Pulsanpetkers | oo | un74 30,56% 00,56%
putusan perdata yang 162,95%, 347% 25%
pesngadilan barkekuatan
huhﬂltﬂtﬂﬂ |
YEng
diincakianul
Dari 60 putusan yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2022. Sebanyak 29 perkara
Perdata dan 31 perkara PHI telah selesai dieksekusi. Rinciannya ditampilkan pada
tabel di bawah ini :
; | Masuk | Prose | Dilaksanaka Sisa
Jenis Putusan E : Cabut :
u 5 n 2“22
Eksekusi Putusan |
Perdata 29 29 15 - 14
PHI 3 3 10 - 21
Jumilah 60 60 25 - a5
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi alas indikatar kinerja ini pada tahun
2022 adalah sebesar 40,74 %, dengan perhitungan sebagai berikut:
98

fenhisasi =

Permotonan Ervekusi yang Ditindaklonjul

Permetsie Ebvetvn ymg Matukar

o |




Realisasi = %x 100%
= 40,74 %

Capaian diperolen dengan membandingkan aniara reaiisasi dan largei, dimana pada

- Y Al L o i ]
wEnun 2022 indikator Kii Tjc it

Realisasi
Capaian = —— » 100Y%,
Furget

Realisasi 40,74 x100%
75
=162,96 %
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), yang ditargetkan 25
% pada tahun 2022, dapal tercapai 162,96 %, n ada 48 (empat puluh delapan ) perkara
yang belum ditindaklanjuti ( dieksekusi). Akan tetapi ada Mengalami kenaikan dibanding

tahun 2021 indikator kinerja tercapai 63,77 %.
MONITORING dan EVALUASI KINERJA

Sasaran | : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Pencapaian penyelesaian perkara mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, Jumlah
sisa perkara tahun 2021 sebanyak 297 perkara dan penyelesaian sisa perkara pada
tahun 2022 sebanyak 265 Perkara sedangkan tahun 2022 ini jumlah perkara masuk
sebanyak 3.449 perkara .. Semua perkara tahun 2021 lelsh putus walaupun ada 4
perkara perdata belum putus akan tetapi sudah mencapai targer sesuai indikator yang

direncanakan. Berbagai upaya dilakukan Pimpinan sera semua ASN kepaniteraan
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walaupun jumlah SDM Hakim maupun Panitera Pengganti yang cenderung mengalami

pengurangan tarulama Hakim mut an ssdangkan Panitera panggantl ada

4

i

7
Tl

yang pensiun juga mutasi promosi jabatan . Selain ity disebabkan vang terjadi adalah
jumiah sisa perkara tahun lalu dan penyelesian perkara dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Unluk mengatasi  bertambahnya penyelesaian perkara ini diperlukan
langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk menghadapi akhir tahun dalam rangka
meminimalisir banyaknya sisa perkara tersebut. Untuk upaya hukum, capaian kinerja tetap

mengalami kenaikan dan masi diatas seratus persen sehingga larget masih tercapai
» Sasaran Il : Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

1. Penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat wakiu ada perubahan secara
prosentasi dibanding tahun 2021 sesuai rencana indikator Kinerja 75%. untuk tahun 2022
ada kenalkan 128,72% bahwa jurusita pengganti dapat menyelesaiakan melalui Kantor
Camat, Kantor Lurah maupun kepada Rukun Telangga (RT) walaupun ada beberapa
para pihak alamatnya ada yang tidak diketahui alamatnya, ada juga tidak sesuai dengan
KTP, selain itu ada posisi salah salu pihak ada diluar kota dan banyak lagi hal-hal yang
lain untuk proses penyampaian isi putusan kepada para pihak dapat diselesaikan tepat

waktu,

2. Mediasi pada tahun 2021 68 perkara { Proses gagal 14 perkara, akte damal 0 perkara)
sedangkan tahun 2022 Mediasi Masuk sebanyak 137 perkara ( proses gagal 97 perkara

akte damai 7 perkara , lidak diproses mediasi 23 perkara dan mediasi berjalan 51 perkara
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JKenaikan terjadi pada penyelesaian proses perkara mediasl, tahun 2021 penyelesaian

sebesar 21,8 % sedangkan tahun 2022 pencapaian 59,83% dari 15% sesuai rencana
target yang dicapai. Kenaikan pencapaian penyeiesaian perkara melalul mediasi inf tak
lepas dari jenis dan kerumitan perkara yang masuk. Dan hal inilah yang membuat target
mediasi tidak stabil karena masih belum efektifnya proses mediasi sebagai cara

penyelesaian yang cepat sederhana dan murah..

= Sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Perma MNomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi
masyarakat tidak mampu pengadilan. ada pelanggaran kejahatan terhadap ketertiban

umum  dengan dilaksanakan sidang keliling . Akses masyarakat terhadap peradilan dj
Pengadilan Megeri Samarinda Kelas 1A tahun 2022 ada 13 perkara (perkara Miras,
Perkara Pedagang kaki lima dan Penganiayaan ringan) ada peningkatan yaitu indikator
pelayanan Zetting Plat atay sidang keliling di luar gedung pengadilan tahun lalu 2021 ada
11 perkara ( pelanggaran Covid-19 tidak memakai masker) dan indikator pelayanan
posbakum ada 65 layanan dengan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A sudah bakerja
sama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universiitas Widya Gama Mahakam |
LKBH UWGM ) Samarinda untuk pencan keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum {(Posbakum)” dengan anggaran DIPA tahun 2022 sejumilah
43.200.000,0 dan 65 Perkara dapat direalisasikan melalui Posbakum 99,67% , yang
ditargetkan 100% pada tahun 2022, dapal tercapai 99,67%. Menunjukkan bahwa sistem
kerja yang beraku di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah berjalan

dengan baik dan lancar dalam hal layanan bantuan hukum .

101



Oleh karena itu pencapaian yang dapat terukur melalui Prodeo, Posbakum dan sidang
s slatistiknys terjadi
kenaikan jurniah pengunjung di layanan posbakum jika dibandingkan dengan tahun 2021
sidang di luar pengadilan ada sebanyak 11 perkara dan tahun 2022 sebanyak 13 perkara
Karena adanya musibah penyebaran covid-19 sehingga ada penertban pemakaian
masker sidang dilakukan di Satpol PP , Kelurahan dan Kantor Camat.oleh Hakim Ketua
dan Panitera Pengganti dan sidang di Pengadilan perkara Miras, PKL, Penganiayaan

ringan,
* Sasaran : Meningkainya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Pada tahun 2021 putusan eksekusi masuk sebanyak 69 putusan perkara selesai 14
perkara sisa 54 perkara capaian 137.25 dari capaian 15% sedangkan tahun 2022
pulusan eksekusi masuk sebanyak 60 putusan perkara selesai 75 parkara cabut 0 sisa 35
Terhadap banyaknya permohonan eksekusi atas putusan pengadilan yang ditindakianjuti,
pencapaian target 162,96% dari capaian 15% di tahun 2022 Hal ini merupakan
pencapaian yang cukup baik apabila dibandingkan pencapaian yang terjadi pada tahun

2021,

Perbandingan dengan target Menengah Renstra 2020-2024

Tujuan Sasaran Targer | Realisasi | Realisasi | Realisasi|  Ket
Strategis (%) 2020 2021 2022

P |

Terwujudnya Terwujudnya
Kepercayaan proses
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[ publik atas peradilan yang |90 % | 137.20 % | 110.55 % | 114.82% |
lavanan ¢ pasti transnaran | f
pengadilan dan akuntabel ]

Trarwl.;j;.::.t:".'].'a Meninghatan | i
penvedarhanaan | Efaktivitas | {
’ 90% | 97,93% | 105.40% | 127,61%
proses pengelolaan
pPenanganan penyelesaian
perkara melalui | perkara
pemanfaatan IT
Terwujudnya Meningkatnya
dukungan tugas | akses peradilan 100% | 100 % o "
pengadilan bagi
neger masyarakat
Samarinda miskin dan
Kelas 1A terpinggirkan.

Meningkatnya
kepatuhan
25% |33,03 % |6377% | 166,68%
terhadap
putusan
pengadilan

Tabel tersebut diatas membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama

tahun 2022 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur

pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan :

1. Berdasarkan

tabel diatas, unluk proses peradilan pengelalaan perkara dan efektivitas

pengelolaan administrasi perkara terjadi kenaikan 114,82% pada tahun 2021 dibanding

tahun sebelumnya mencapal 97,68 %..
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2. Untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindaklanjut

peimGhionan eksekusi ada peningkatan proses palaksasan slisckus! yang citindaklanjuti,

Basaran lerwujudnya proses peradiian yang pasi ransparan dan akumabel teruiama
untuk indikator sisa perkara tetap kami buat sebagai bahan moniloring dan evaluasi (
Kontrol) dan masih terdapat sisa perkara pada seliap tahun sehingga mengalami baeban
Jumlah penyelesaian perkara akan tetapi tidak mempengaruhi capaian yang diharapkan,
Dalam hal ini diperiukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langkah-langkah dalam
menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara intemal maupun eksternal

misalnya kejaksaan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan pengadilan khususnya tindak lanjut terhadap
perkara parmohonan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap
memang memerlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan semua perkara eksekus
dengan mengadakan komunikasi internal dengan pada pihak yang berperkara secara data

statistik mengalami ada kenaikan pencapaiannya.

E. AHUHTABIL[TAS*KE[IAHG&H
a. Realisasi Teknis dan Non Teknis

Pengadilan Negeri Samarinda mendapatkan pagu awal anggaran dari DIPA
Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 11.403.551.000
(Sebelas milyar empat ratus figa juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan
alokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp. 8.696.439.000,- (Delapan milyar enam
ralus sembilan puluh enam juta empat tiga puluh Sembilan  ribuy rupiah), belanja
barang sebesar Rp. 2.491.111.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta
seralus sebelas ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 216.000.000 - (dua ratus
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enam belas juta rupiah) serta dari pagu anggaran DIPA Dirjen Badilum sebesar Rp.
355.735.000.- (tiga ratus lima puluh lima iuta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
dengan alokasi untuk belanja barang;
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Satker Daerah Layanan Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.
4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Layanan Pos Bantuan Hukum Perkara Peradilan Umum yvang Diselesaikan di
Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu Perkara Peradilan Umum yang
diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara,
Bahwa keadaan pagu anggaran penyerapan sudah maksimal mencapai 100% sesuaij
perencanaan , ada Belanja Gaji dan Belanja Barang Perjalanan dinas (524111) kegiatan
dilaksanakan melalui Online karena masa Covid-19 dan Sewa Rumah Hakim Ad-
Hoc(5222141) yang ada mutasi dan purnabakti dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :
1. Rekapitulasi keadaan Realisasi DIPA 01 dan 03 Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut ;
1.1. Belanja DIPA-01
DIPA-01 | Pagu Revisi Realisasi % sisa % |
(%)
DBelPega | B.686.439.000 | BE96.439.000 | 6680631808 | 99,82 | 15.807.151 | 0.8

wai

Bal.Bara 2.491.111.000 | 2.491.111.000 2.487.718530 | 9986 | 3392470 D014
ng

Bel.Mod 216.000.000 216000000 | 216000000 | 100 | 0 o

Jumlah | 11.403.551.000 | 11.403.551.000 | 11384350338 | 99,83 | 19.200.662 0,17

1.2.Belanja DIPA-03

DIPA- 03 Pagu Rovisl Realisasi % sksa %
_E'EI.Fr_in-fEdE;a-lm A55.735.000 355.735.000 354.397.327 9362 | 1.337.678 0,38
Perkara

105



Data yang digunakan dalam realisasi anggaran ini masih per 31 Desember 2022 dapat
kami tampilkan setelah rekonsiliasi dengan KPPN.

2. KEADAAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2022 4
2.1.Perkara Keuangan Perdata

Ma. Uraian Jumlah
Biilan Saldo 2021 Penerimaan Pengeluaran Saldo |
1 | Kewangan | Januari 1127.136.495 86.203.000 109,402,000 1.113.937.495
2 | Perkara Pebruari 1.113.537.4%5 85.023.000 93.692.000 | 1.105.268.495
3 | Perdata Maret 1105268495 |  135.943.000 122.428.000 | 1.118.783.485
a April 1118783495 |  116.253.000 139.892.100 | 1.095.144.395
5 Mei 1095144395 |  62.559.000 111832.500 |  1.045.870.005
6 Juni 1.045.870.095 |  109.247.000 109.054.140 |  1.046.062.055
B Juli 1.046.062.955 |  100.466.000 134504 300 | 1.012.024555
B _Agustus 1.012.024.655 |  124.681.500 137,335.200 999,360,955
9 September 999.350955 [ 130771500 131.177.000 | 1.007.964.455
10 Oktobr 1.007.964.455 116.452.000 129.298.960 995117475
1 Nopember 995.117.475 |  187.294.000 101697700 | 1.040.713.775
12 Desembar 1040.713.775 | 143.121.000 |  103.264.700 | 1080.570.075 |
2.2.Perkara Keuangan Eksekusi Perdata .
lumiah
No
Uraian Bulan
' Saldo 2021 | Penerimaan | Pengeluaran Saldo
1 | Kewangan | Januarl T03518.000 1R.970. 00 7.918.000 7 14.570.000
2 | Perkara Pabruari 721.555.000 29.333.000 43,715.000 707.178.000
gy | Bl 707.178.000 | 20.959.900.000 | 20.537.080.000 729.998.000
4 April 729,958,000 4,500,000 8450500 | 726098500
5 Mei 726.038.500 5.170.000 4.620.000 726.588.500 |
6 Juni 726.588.500 56.465.000 5.560.000 777.493.500
7 Juli 777.493 500 21.372.000 17.097.000 |  771.768.500
g Agustus 771.768.500 1.660.000 5.683.500 767.745 000 |
g September 767.745.000 51.950.000 24.794,000 794,501,000
10 Oktober 794.901.000 40.400.000 29.855.000 |  £05.446.000
i1 Mopember Bii5.446.000 21.200.000 E.091.000 818 555,000
12 Desember | B18555.000 | 2.198.325.000 9.025.000 | 3.007.855.000
2.3.Perkara Konsinyasi Keuangan Perdata
Jumlah
No. Uraian Bulan =
Saldo 2021 Penarimaan Pengeluaran Salda
| 1 | Keuangan Januari 8.779.518.860. - 19.564.000 | &760.334.B60.
2 | Perkara - Pebruarl £.760.334.860, - 120.000 | 2.760.214.850
3 | Konsinyasi | Taret 2.760.214 860 5.470.000 2.710.000 | 8.752.974.850
4 Apail 8.762.974.850 . 260.806.280 | §.502.168.580
5 | Mei 8.502.168.580 |  307.335.785 300,000 | 8.809.204.365
] Juni §.809.204.365 - | 2488.420632 | 6.320783.733
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[7 Wl  6.320.783.733 2l 4860000 | 6315.923.733
| B | Agustus £.315.923.733 - | 6.315.923.733
9 _Saplember £.315523.733 - -1 6.315.923.733 |
10 Oktober £315933733 - -| 6315923733
91 | Nopember 6.315.923.733 3.000.000 25242715 | 6293.681.018
12 Desember 6.293.661.018 - 530.182.762 | 5.763.498.255
2.4.Perkara Keuangan PHI )
I N Jumlah
Uraian Bulan -
0 Saldo 021 | Penerimaan | Pengeluaran Saldo
1 | Keuanga | Januari 67.895.000 | 6.030.000 | 16.494.000 | 57.432.000
2 | nPerkara | Pebruari | 57.432.000 | .038.000 10.712.000 | 54.758.000
3 | PHI Maret 54.758.000 | 14.779.000 | 18.170.000 | 51.367.000
4 April 51.367.000 | 30.260.000 26.193.000 | 55.434.000
7| | Mei 55.434.000 | 3.010.000 |  5.394.000 | 53.050.000
B Juni 23.050.000 | 6.294.000 | 10.784,000 | 48.560.000
4 Juli £8.560.000 9.424.000 10.294.000 | 47.690.000
8 Agustus 47.690.000 |  9.530.000 7.301.000 | 50.019.000
_H__ September | 50.019.000 14.008.000 12.866.000 21.161.000
10 Oktober 51.161.000 | 22.345.000 | 23.524.000 | 49.952.000
11 Nopember | 49.982.000 | 10.863.000 15.307.000 | 45.538.000
12 Desember | 45.538.000 | 5.444.000 | 9.593.000 41.389.000 |
2.5. Perkara Keuangan Eksekusi PHI :
[ Jumilah
No. | Uralan Bulan |
Baldo 2024 Panerimaan Pengelearan Baldo
i Keuangan | Jenuari _28.177.000 = - $9.177.000
2 Perkara Pebruari 29.177.000 2.200.000 756.000 30,621.000
3 | Ehsekusi e 30,621,000 1.000.000 238.000 31.363.000
i | P | April 31.383.000 1.000.000 20,000 32.363.000
|8 Mel 32.363.000 2.000.000 8.197.000 26.166.000 |
§ Juni 26.166.000 1.000.000 561.000 26.605.000 |
7 Juli 26.605.000 1.000.000 306.000 27.259.000
B Aguatus 27295, 000 1000000 501.000 7. 798,000
] September 27.798.000 1.040.000 538.000 28.200.000
10 Oktobar 28.200.000 1.500.000 644,000 29.056.000
BN [ Nopember | 29.955.000 725.000 725.000 29.056.000
(12| Desember 29.055.000 2.000.000 | 20.000 31.036.000 |
_ 26.Keadaan Pengembalian Sisa Panjar perkara
No. Sisa
Jenis Perkara Panjar Tgl.PSP Fenerima | Ket
PERDATA KHUSUS
JANUARI 2022

1y



1. | 197KAS2021 jo 969.000 | 612022 | Pemohon | Seiesai|
No. 78/PdL Sus-
PHIFZ0200PN_Smr |
4 | T9RASR2021 jo 1.225.000 7-1-2022 Pemohon | Selesai
Mo S8/Pdl Sus-
PHIZ2020/PN_Smr B
3 | Wo G 1FGL Sus- 1. 121.000 i0-i-2022 | Penggugai | Seiesal
PHIf2021/8N, Smr
4 | No.8iPdtSys 2.G77.060 17-1-2-22 | Panggugat | Scicsal
PHIZ02 1/PN.Sme =
5 | Wo.Ba/Pot Sus- 1.832.000 | 21-1-2022 | Penggugal | Selesai
PHI/Z021/PN. Smr 2
PEERUARI 2022
6§ | No.93/PdiSus- 1.155.000 7-2-2022 Penggugat | Selesai
PHIEZ021/PH Smr
7 | No.96/Pdt.Sus- 1.1565.000 7-2-2022 Penggugat | Selesal
_| PHIZ020/PN. Smr 5
8 | NoS1/PdtSus- 749.000 10-2-2022 | Penggugat | Selesai
PHUZ0Z1/PN.Smr
9 | Nol10%/PdL Sus- 896.000 24-2-2022 Penggugat | Selesai
FHIFZZ021/PN Smr
EEIth.ﬁEﬂ1B.!’PN.Emr
MARET 2022 :
10 | Nos8/PdLSus- TOR.000 4-3-2022 Penggugat | Selesai
PHI2021/PN_Smr i
11 | No.54/Pdt Sus- 000 10-3-202 P selesai
PHIFZ02PM. Smr oe f e -
12 | No82iPdt Sus- 1.452.000 14-3-2022 Penggugat | Selesai
I PHI202 1/PN. Smr
13 | No 21/KAS2021 jo 858.000 15-3-2022 Penggugat | Selesai
Na A8/PHIR2021/PN. Smir
14 | NoSQ/Pdt. Sues- 1.977.000 29-3-2022 Penggugat | Selesal
PHIFZ0Z21/PN, Smr i
15 | Nol00/Pdt. Sus-. 1.192. 1-3= i
PHI202-/PN. S 52.000 31-3-2022 Penggugat | Selesai
| APRIL 2022
16 | 75iFdlSus PHYZ0Z1/PN.Sme 1.921.000 1-4-2022 _Pengpugat | Selesai
17 | T71Pd.Sus PHU2021/PN Smr 6.307.000 20-4-2022 Penggugat | Selesa
| 18 | T9/PdLSus PHY2021/PN.Sme 1.111.000 27-4-2022 Penggugat | Selesai |
MEI 2022
18 | 3355BF2020PHL Smr 1.192.000 23-5-2022 Penggugat | Selesai
20 | 3338 434 UBP20XNPHI Smr 6.132.000 11-5-2020 Pengpugat | Selesai
JUNI 2022 ~
21 | JWKASE021/PHISmr jo S5Pd| 1.122.000 14-6-2022 Selesai
Sus-PHI2021/PN Sy TR e
22 | JHKASI2020PHL S jo S6/Pd! 1127000 | 1662022 P Selesai |
Sus-PHUZ020/BN. S e
L
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JuLi2022
23 | APdL-PHIZIZZPN Smr 2.036.000 5-7-2022 Penggugat | Selesal
24 | 0P PHIANDM B 1.150.000 12-7-2022 | Penggugat | Seicsal
25 | ZKASIPL.Sus PHI jo 243000 12-7-2022 Kuasa | Selesai
81/PdLSus PHVZOZEN. Sme _ Pamohan
26 | ZBKASIILSuS Pl 0 805000 | 207-2022 Kuasa | Selesal
BIPdt Sus PHUZ)2 1PN, Sme | Pemohon
AGUSTUS 2022 _
27 | 18/Pdt-Sus- 1.000.000 1-8-2022 Pengqugat | Selesai
PHI20Z2/PN. Smir
28 | 4IKAS/PdLSus.PHIjo 881.000 0.5-2022 Pemohon | Selesal
96/PdE.Sus. PHI2021/PN.Smr
29 | 65Pdi-Sus- 754.000 26-8-2022 Penggugat | Selesai
PHI2021/PN.Smr j
30 | HHASPdt.Sus PHI jo 1.061.000 29-8-2022 Pemohon | Selesai
54/Pdt Sus. PHIF2021/PN Smr
SEPTEMBER 2022
31 | 28/Pdl-Sus-PHIZIZZFN. Smr 1.123.000 1-8-2022 Penggugat | Selesai |
32 | HIIKASR021IPAL Sus.PHI o 42100 1-8-2022 Pemohon | Selesai
S3/Pait Sus. PHI2021/PN.Smr
| 33 | ISt Sus-PHIZOZEPN Sme 1.541.000 5-8-2022 Pengqugal | Selesai
34 | 14Pdt-Sus-PHUIDZZPN. Sene §26.000 29.9.2032 Pemohon | Selesai
Selesal
OKTOBER 2022 Selesal
35 | 1/RASR022VPdL Sus. PHI jo 1.630.000 25-10-2022 Pemohon | Selesa
SOt Sus PHI021/PY. Smr Kasasi
36 | 1IRAS022HPd.Sus. PHI jo 1447000 | 21-10-2022 Pemohon | Selesai
1004PdL. Sus. PHI202 VPN Smr Kagasi
37 | OKAS022Pgt Sus. PHI jo 821.000 10-10-2022 Pemohon | Selesai
T5/Pdt Sus PHIZ0Z1/PN.Smr Kagag]
NOVEMBER 2022 ¥
38 | SARASAZ1IP. Sus.PHIjo 1.201.000 1112022 Pemohan | Selesai
P Sus, PHI2021/PN.Smr o
39 | 1HASROZAPHE Sus PHI jo 1.631.000 8-11-2022 Pemchon | Selesal
YPdL Sus PHIZ021/PN Smr Kasasi
40 | 35Pdt-Sus PHU20G2IFN S B92.000 |  B-11-2022 Penggugat | Selesai
) Selesai
DESEMBER 2022 Selesai
41 | Z2MASZ0I2PH Sus PH jo 1.045.000 14-12-2022 Pemohaon | Selesai
| | 10Pdl Sus PHIZOZAPH. Smr
42 | ZHPdi-Sus-PHIZ022PN. Smr 1130000 |  27-12-2022 Penggugat | Selesai
43 | SKASIEIFFdt Sus PHI jo 67000 27177070 Pemchon | Selesai
S/t Sus PHIZ020PH Sme -
44 | 12KASZ0NIPALSus PHI o 1.125.000 28-12-2022 Pemohon | Selesal
S4PdL Sus PHIZI21PH Sme
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| 1RASTI02 P dL Bus PRI o

45 1.008.000 | 28-12-2022 Pemohon | Selesai |
BEP. Sus PHEZ0P0/EM. S

46 | IAWASZ02IFdt Sus PHI jo 1.057.000 28-12.2022 Pemohon | Selesal
A4PdL Sus PHUZOANPN, S

47 | 18KAS021/PdY, Sus.PHI jo 1.271.000 28-12-2022 Pemohon | Selesa
13Pd Sus PHE2029PY Smr i
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu karakleristik penting dalam konsep Good Govermance adalah akuntabilitas,
ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima
amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atay
mandate tersebul. Secara umum organisasi atau instansi harus akuntabel dengan
keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabiltas adalah Manajemen Kinerja.
Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan
menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan system administrative dan struktur
organisasi, Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasl tidak hanya berhenti sampai
pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan,
serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Fengukuran Kinerja dalam
lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKJIP ).

Dilingkungan Satuan Kera Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A , LKjIP tahun
2022 Ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Megerd Samarinda
Kelas 1A selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh
Organizasi, Walaupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi
Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan
kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka paningkatan
kinerja crganisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A tahun 2022
ini merupakan salah satu bentuk perianggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan
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Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan sebagal tindak lanjut Instruksi Presidan Nomar 7
Tahun 1998 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan

diperbandingkan dengan hasil kerialrealisasi yang diukur pada akhir tahun 2023

Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2022 -

-

*

Dipertahankannya perporma penyelesaian perkara

Meningkatnya kinerja pegawai

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat berupa informasi hukum dengan
adanya meja informasi Pelayanan Hukumi Pos Bantuan Hukum.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengadilan baik melalui website yang
terintegritas  dengan jadwal persidangan yang =selalu terbary maupun melalui pos
pelayanan hukum berupa informasi beracara di pengadilan.

Kendala hambatan yang dihadapi tahun 2022 -

Fg

"I’

Dalam penyelesaian perkara terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat
diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara,
Jumish perkara yang naik secara signifikan pada tahun 2021 namun jumiah SDM
Hakim maupun Panitera Pengganti yang tidah bertambah bahkan cenderung
berkurang.

Kurangnya pegawai yang berkopetensi atau kurangnya kompetensi pegawai, yang

akan mempengaruhi kualitas hasil kerja.

Kurangnya anggaran APBN DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yaitu ;

a. untuk pemeliharaan Gedung dimana terdapat 2(dua) yaitu gedung PN.Samarinda
dan Gedung Tipikar,

b. Sarpas pada PN.Samarinda sudah banyak peralehan tahun 2000 peru adanya
peremajaan dengan yang baru seperti sarana elekironik PC pada bagian Panitera
Fengganti  dan laptop pada Panmud Kepaniteraan dan Kasub Bagian
Kesekretarian,

c. Listrik yang sering anjlok perlu perbaikan total Instalasi listrik dimana sangat besar
pengaruh kepada keadaan semua sarana elektronik yang dapat mengalami
kerusakan.
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tingginya masuk jumlah perkara pada tahun 2022 sebanyak 65 perkara yang tiap
tahun fidak ada peningkatan anggaran sedangkan dafa dukung keadaan perkara
sudah dilampirkan untuk menguatkan usulan rencana kertas kerja.

PR e s
FITPLE B st 1y abkbdn

Usaha-uscha terus dilokuban untuk meninghathan sencapaian visi dan mi
pEChtanaan yang ieoih matang dan ferpadu mangalckasikan dana kepada yang akan
didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan
peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan
kuantitas serta kualitas SDM, sarana prasarana , dan dukungan dari semua pihak

diharapkan kinerja Pengadilan Negerti Samarinda Kelas 1A dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri
Samarinda Kelas 1A tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil

yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna mearespon tuntutan pelayanan
masyarakat yang semakin tinggi.
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A. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama diperiukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

dalam mencapai tujuan hubungan tujuan , sasaran dan keberhasilan kinerja

Rt e L) JAWAR DATA
Terwujudnya A Parssailaso sisa Panilera Laporan bulaman
Proses Pomdiian perkara yang Parbandisgan jumizh sisa perkara yang dan Lagoran
vy Pasli, Diselesaiican Tabaman
Trarsparan dan - Pardala dselosaikan dengan jumish sisa perkan
Alamisbed - Pidana yang harus disclesanen dkal 100%
=Hl
- Tigior N
B. Persentasn Pedkara | | Pabandingan |umilzh  parkars  yang Pariara Lapoean bulan dan
- Pardaka dissfasaikan  1zhun betjalan  dengan Laporan Tabunan
- Fidana jurnizh perkars yang ada dkal 100%
Hi
- Tipiker Yang
dgetesarkan tapal
walkiu
C. Persentasa putusan Perlandingan jumlah parkars yarg Panitera Laparan bulan dan
Yang inengqunakan dizedesaikan tahun berjalan dengan Laporan Tahimnan
pendekatan keadilan lumiah parkara yang ada dicali 100%
resteratii
D Personlass perkara Pertandingan jumiah pekacs yang bdak Panilera Laporan bulanan
yang liosk Mangajukan | mengajuken  upaya  hokum dengin dan Laparan
Upaya Hudown : jumlah pulisan perksra dikadi 1005 Tahunan
«  Banding
*  Kagesi
« P
E. Persantase Parkars Pevbardingan jumish perkers pidang Panitera Laporan butanan
Pidana Anak yang anak yang diselesakan secara @versi dan Ligoean
Disefesaican dongan dangan jumiah percara pidans anak Tahuirun
Divarsi dkal 100%
F. Inde respanden Perbandingan anrtars jumish responden
pencen keadilan wang ¥arg puas ferhadap proses peradian
puas liwhadap layasan dengan jumiah responden yang diuregy
paracklan chkal 100%
Paningkatan APersoniaseisi Putisen | Perbandingan [umish isi putusan yeng || Panitom Laparan Buanan
Efeldivitas Yang diterima cleh pars | diterima lepal wakiu dangan  puich Ban
Pergealaan pihak Tapal Wakiy putuisan Fkal 100% Lagoran Talnman
Pemyalessian
Faikara B.Farseninse Porkara Perbandiigan  jumilah  peskara yang Panilera Laparan Bulanan
yang Mésalesskan dizplesakan melald  medias) dengan Cian Laporan
et alul Medis jumlsh perkara yeng dilskikan mediasi Tahwnan
ikl 100%
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Perbandngan jurnlah  barkas  parcpes Parilern Lapcsan Bulanan
paikdrn yang daukan yang diajukan bonding, kesasi dan PE Dan Laporan
{ ‘Banceng, Korsgidon Pl tocom Lnghon domoon fienlah bosbae TeEan
setara lengkap can perkara  yang dimchonkan  banding,
| [opat wakiy kesasi dan P diali 100% |
L Persantasepususan per I*-Hnanthngan |u1-1=h DUTLEES perkara Fardiars Laperen Basanan
Larn WA menark | tiplked yarg ol uplaad dalns wehnbe an Laparan
perhatian masyamia dengan jumiah porkarn tiplkor yoeg 1 Tahuran
yang diguitus dikalk 100%
dapal diakses secamn
onding dalam wakiu 1
harl sefelah diputus
Meningalrya fu Persantaso Perkara Pabandingsn  jumiah  perdkara PG Faniara Laporan Bulaman
fkaes Peradilan | Proden yang ¥org  disnlesakan  daengan  jumilah Sefrelits Dan Laporan
bagi Masyseakat | disslosaian perkam prodeo dikafi 100% Tahunan
Miskin dan
berpinpginkan B. Persentase Pekkara | Porbandingan  jumiah  parkara yang Paniter Lapomn bulanan
yary dizalesaian di diselesaikon di luargetng Pengaditan Sehoretaris dlan lapcian
Luar Gedurg Pengadian | desgan jumizh parkara yong sehansmya tahisnan
dizclesaikan & luar dengan Pengadilan
dikal 100%
C. Persentase Pencan Perbandingan Jumish Perkara yang Panilera Laporan ndanan
Faaditan dizelozakan divar gedung Pengadian Sakrelari dan [anoran
GolonganTenenluyang | dongam Jumlah Perkara YwANg Lakwman
Mendapat Layanan soharusnya dsolesakan o lusr gecung
Baruzn Huboum Porgedian dikali 100%
(Poshakum} Catatan 2
Pema Mo 12014 © iy Padoman
Pambearian Layanan hukum bagi
Magyarakat tidak mampu o perygadiian
Meninghatnga Persantase Putusen Pestandingan Jumlah Pulisan Perkacs Paritera Laparan bitanan
Hepatuhan Puorkera Perdata yang yarg difndablanjut dengan Jurniah dan lapasan
Tarhadap Ditinclahlarjuli Fuluzan Perkara yang sudah tahunan
Fulusin {dizk=edys]) BHT[Berkefuatan Hukum tetap) dikad
Pengadilan 1%
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B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
UNIT ORGANISASI: PENGADILAN NEGERIHITIPIKOR SAMARINDA KELAS 14

TAHUM AMCGAR AN S 2022
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
STRATEGIS
1. Terwujudnya a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - 20% i
Proses Peradian | - Pidana, Perdata Hl dan Tipikor
yang Pasti, |b. Persentase perkara:
Transparan dan| - Pidana, Perdata,HI dan Tipikor 5%
akuntabel C. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum ;
- Banding, 75%
- Kasasi dan 75 %
- PK 79 %
d. Persenlase perkara pidana Anak yang 2%
diselesaikan dengan Diversi.
e. Indekresponden pencari keadilan yang puas 90 %
terhadap layanan peradilan
i Peningkatan a. Persentase isi pu!ﬂsan yang dilerima oleh para 100% |
efeklifitas pihak tepat waktu:
pengelolaan b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui 15%
penyelesaian Mediasi;
Perkara c. Persentase berkas perkara yang diajukan 5%
Banding, HKasasi dan-Peninjauan  Kembalj,
secara lengkap dan tepat waktu:
d. Persentase putusan perkara yang menarik 100 %
perhatian  masyarakat yang dapat diakses
secara on fine dalam waklu maxsimal 1 hari
setelah diputus,
Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 5%
Akses  Peradilan | b. Persentase perkara yang diselesalkan di lugr 100%
bagi Masyarakat | gedung pengadilan
Miskin dan | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu 100%
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Terpinggirkan

vang mendapat

{Posyankum)

layanan  banfuan

4, Meningkalnya
kepatuhan

lerhadap putusan

tindaklanjuti {di Eksckusi);

hukum

a. Persentase putusan perkara perdata yang di

25%

| Pengadilan | | N
C. MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020-2024
Tujuan: 1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan,
2 Terwujudnya dukungan tugas Pengadilan Negeri Samarinda Kalas 1A
T Tt i TARGET KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDKATOR KINERJA | 20w [221 |22 202 |z
Tervujudnya Proses Persenlase tisa perkara yang 100% Bo% 80% 0% 80%
Paeradilan yang Pasti, disglezalkan :Pidana, Perdata
Transpanen dan PHE Tipikor
_Fl.ll:l:nlab-el
Persentase perkara yang dissdesalkan | 90% 90% 5% T5% 5%
‘Pldana, Perdata, PHI
| Tipikor
Persentase putusan yang 5% 5% % 2% &%
menggunakan pendekatan keadilan
restoradif
Persenlase parkara yang fidak 90% 80% TE% T5% T3
mengajuken Banding, Kasasi dan PR, J
Persantase perkara Pldana Anak yang | 15% 5% 2% 2% 2%
diselesaiken dengan Diversi,
Index Responden Pencar Keadilan | 90% | 90% | som | som | 90w
| yang puas terhadap layanan Peradilan
[ Peningkatan Efektivitas | Persentaseisl putusan yang diteima | 100% | 100% | 100 100% | 100%
Pangelslaan oleh para pifak
Penyelesalan Perkara
Persenlase Perkara yang disclesaikan | 15% 15% 15% 15% 15%
mizlalui Mediasi
Persentase berkas Perkara yang 5% T5% 50% EO% BO0%
diajukan Banding, Kasasi, PK
Persontase Pulusan Perkara yang 100% 100% | 100% 100% 1005
menarik perhatian masyarakat yang
dapal diakses secara on fne dalam
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wirklu 1 bl sadalah dipuius
Meningkalnya Akses Persentaseperiara prodeo yang 100% 1009 | 5% 5% 5%
Peradiian bagi digelesaikan
Masyarakad Miskin dan
Trrpinggitkan Parsentaseyang disclesaikan di luar 100%, 100% | 100% 100% 108%
geceng Pengadilan.
PersentasePencan Keadilan gilongan | 100% 100% 100% 100% 100%
tertendy mendapal layanan Bantuan
Hukum (Posbakum),
Meaningkatnya Kepatuhan | PersenlasePulusan Perkara Pardals 0% T5% 25% 25% 26%
Ternadap Putusan yang ditindak Lanjul} [dicksekusi)
Pengadilan
D. MATRIK PENDANAAN
Pogram | Dukunganbd | Oiperssio | Jumihbidn 1z iz
Dumungan | arujemen nEPiiiks | pelstessaan bdn bin
Mansjeme | danTgasT | nlean sperasicnalk
ndan chrsDalam aning
Pelisana | Pafrpelerog 12 | 11515572 b 1A4MEE3E | 12 | 1adgms 11479811, 148 345,853,
anTigasT | arzanFungs bin [ 1'1] [ [ 51000 ] LET]
ebfislainn | Persdian
widdahka
mah
Agarg
Pragram Tersedanm | Duburgs [ Perssntaeel | 1@m | 25000000 | 1thn | 25500000 | v#m | 20000 | 4 gazooo |1 284, 25008
Peningknl | Sameadan | nkeSeba | %Pomyedia o o 3] o | 0
anSamana | Prosamnad, | kmnior | anserans n
den [T mii Zan
Pesamna | Pada prasamng
Agparaiurd Mahbatiah YA
Agung By ity bangger
Bpdan nanperpdia
Pooydden ;
2 Parrpumgna
man
peradlatber
tasklnnk
glinfarmasd
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E.

SK KPN

PENGADILAN NEGERIHITIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIMITIPIKOR SAMARINDA

NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJURAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIF)

Menimbang

Mzngingat

FADA PENGADILAN NEGERIHITIPIKOR SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERIHITIPIKOR SAMARINDA

1.

Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintzh (SAKIP) merupakan
laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu
instansi dalam mencapai tujuanisasaran stralegis instansi, yang dalam
pEnyusunannya memerukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan
tegas pokok dan fungsi paradilan;

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas menyusun Sistem Akuntabiliias
Kingrja Instansi Pemerntah (SAKIP) pada Pengadilan NegerifH/Tipikor
Samarinda, dipandang perlu membeniuk Tim Penyusun Sistem Akuntabiitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

Bahwa nama-nama yang lersebut sebagaimana dalam daftar lampiran ini
dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan fugas tersebut.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Undang-Undang Momor 2 Tahun 1985 tentang Peradilen Umum
sabagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2008;

Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinetja Instansi Pemerintah;

Feraturan Presiden Nomor 2% Tahun 2014 tentang Sistemn Akuntabiftas
Kinerja Irstansi Pemerintah;

Feraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refarmasi Birokras|
Momor 53 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaperan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Momor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluas! atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Momor 120/KMASSKAAZ021 tentang
Fenztapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia:
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Menetapkan

KESATU

KEDLIA

KETIGEA,

MEMUTUSKAN

KEFPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERVHITIPIKOR SAMARINDA
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA  INSTANS! PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN
NEGERIHNTIPIKOR SAMARINDA

Membeniuk Tim Penyusun Sistemn Akuniabilitas Kineria instansi Pemerinizh
(SAKIP) pada Pengadilan NegeriHliTipikar Samarinda.

Tim penyusun bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan MEmyusUn
Sistemn Akuntabiltas Kinerja Instarsi Pemerintsh (SAKIP) pada Pengadilan
NegariHITipikor Samarinda.

Kaputusan inl berlaku sejak ditetapkan dengan ketenfuan jika dikemudian hari
terdapal kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditatapkan dii Samarinda

¢ 03 Januari
KETUA PENGADILAN NEGERIHUTIPIKOR
SAMARINDA LA,
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SUSUNAN TIM FENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN NEGERIMHITIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

LAMFIRAMN

FREPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERU HI TIPIKOR

SARMARINDA

NOMOR 08 TAHLUMN 2023

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM
AKLINTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
PENGADILAN NEGERIHITIPIKOR SAMARIMDA

PADA PENGADILAN NEGERVHUTIPIKOR SAMARINDA

DITUNJUKS

NO MAMA JABATAN DIANGKAT SEBAGAI
1, | DARIUS NAFTALI S.H., M.H. Ketua Pelindung/Penasehat
2. | ARY WAHYU IRAWAN, 5.H, M.H. Wakil Ketua Penanggung Jawah

3 | HADI RIYANTO, S.H. Fanitera Koordinator

4. [ NINA ASTINI,S.50. Pit Sexretaris Koardinator

E | MANAOR SIHOTANG, 5. H. Kasubbag PTIP Sekretaris

6 | ASMIN SIMAMORA, 5.S0s, S H. Panmud Khusus PHI Anggota

7. | ANWAR SH.MH. Panmud Pidana Anggota

B | MULYANTO,SH. Panmud Tipikor Anggata

9 | DWI FEERY HERWANTI, S.H, Panmud Perdata Anggola

10 | NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA SH. * Panmud Hukum Anggota

11 | NINA ASTINI, S 5i. Ka Anggota

Kepegawaian Ortala
12 | HERU DWI CAHYADI, S.E. Kasubbag Urmum Anggata
dan Keuangan

KETUA PENGADILAN NEGERIHITIPIKOR

DARILS NAFTALI

mmmms 1A,
\i II
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F. Penghargaan

-

y A
e

e

%

G. INOVASI

A A

1. Llayanan Pendaftaran Prioritas

W -

+ Aplikasd Layanan Pardaftaran Priaritas

2. Buku Tamu Elektronik (BUMELEK)
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Aplikasi Buku Tamu Elekironik | e-BUMELEK)

3. Video Dahass fsyarat {VISVA)

i

"~ b

i o g
Aplikasi Vidio Bahasa Isyarat | VISYA)

4. Videc Syarat Pengajuan Permohonan

Vidio Syarat Pengajuan Permohonan

5. Video Syarat Pengajuan Petikan Putusan

Vidio Syarat Pengambilan Petikan Putusan
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b. Video Dampak Perceraian Terhadap Anak dan Perempuan

"mgambilan Petikan

Video Dampak Porceraban Terhadap Anak dan Pierermpuan

7. Aplikasi Penilaian Capaian Kinerja secara Elektrinik { E-PASS )

8 b iy

Tl

Aplikasi E-PASS
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